IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM
PELAKSANAAN TATA KELOLA HUTAN MANGROVE
DI DINAS KEHUTANAN KPH WILAYAH |
STABAT

SKRIPSI

Oleh :

NELLY
NPM 1403100088

Program Studi IImu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



BERITA ACARA PENGESAHAN
Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan penguji Ujian skripsi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama :NELLY
NPM : 1403100088
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018

Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

Penguyji | : NALIL KHAIRIAH,S.IP, M.Pd
Penguji IT : ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M.SP

Penguji Il : Dr. MOHD.YUSRI ISFA., M.Si

PANITIAN UJIAN

Ketua

/

Dr. IANTO,M.Si




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian
skripsi oleh:

Nama : NELLY

NPM . 1403100088

Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA
HUTAN MANGROVE DI DINAS KEHUTANAN KPH
WILAYAH I STABAT.

Medan, 19 Maret 2018

PEMBIMBING

i

Dr.MOHD.YUSRI ISFA.,M.Si

‘ DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALILKHAIRIAH,S.IP.,M.Pd

PIt DEKAN




PERNYATAAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan ini saya, NELLY. NPM : 1403100088 menyatakan dengan sungguh -

sungguh :

l.

J

Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk
dilarang oleh Undang — Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh
orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta
mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum
menurut Undang — Undang yang berlaku.

Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan
karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang
lain.

Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa

mengajukan banding menerima sanksi :

i
2.

Skripsi saya beserta nilai — nilai hasil ujian saya dibatalkan.
Pencabutan «embali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta

pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkip nilai yang telah

saya terima

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,

NELLY



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM
PELAKSANAAN TATA KELOLA HUTAN MANGROVE

DI DINAS KEHUTANAN KPH WILAYAH |
STABAT

NELLY
NPM. 1403100088

ABSTRAK

Pencegahan dan pemberatasan perusakan hutan medsndang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ddaegala upaya
yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan demy@m perusakan
hutan serta menindak lanjut seeara hukum pelakusa&an hutan baik
langsung, maupun tidak langsung. Penelitian ihertujuan untuk
mengetahui Implementasi Undang-Undang Republik fredéa Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Peneegahan Dan PemberantasasaRan Hutan
Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove DiaBirKehutanan
KPH Wilayah | Stabat. Dalam penelitian ini penuiinggunakan metode
deskriptif dengan analisis data kualitatif yaituprosedur pemeeahan
masalah  yang diselidiki dengan menggambarkan knstan keadaan
objek penelitian pada saat sekarang berdasarkam-fakla yang tampak
atau sebagaimana adanya Narasumber dalam peneiftiasebanyak 7
orang antara lain adalah Kepala Seksi Perlindungdatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat. Polhut, masyarakat sekarfyaorang.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwplémentasi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 TegtRBeneegahan
Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksahatan Kelola
Hutan Mangrove Di Dinas Kehutanan KPH Wilayah |Ig&tamasih belum
sesuai dengan harapan masyarakat dan diamanataklam dkebijakan
Undang-Undang tersebut. Adapaun Permasalahan pi@amelini adalah
dalam Pelaksanaan lata kelola Hutan Mangrove yarmasih belum
dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dariaser prasarana kurang
memadai. Kurangnya pengawasan yamgkukan oleh DinaKehutanan
KPH Wilayah | Stabat, kurangnya partisipasi maskata dalam
pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove. Kurangdgsar Hukum yang
mengatur Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove.

Kata kunci: Tata Kelola Hutan Mangrove. Pengawasan, Kerusakatahi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan Mangrove merupakan suatu tipe Hutan yang tmdi daerah
pasang surut yang tergenang oleh air laut, komsmy dapat bertoleransi
terhadap air garam dan tipe Hutan ini dapat ditendii daerah
pantai. Tumbuhan Hutan Mangrove bersifat unik, karererupakan gabungan
ciri- ciri tumbuhan yang dapat hidup di darat danladit. Hutan Mangrove
banyak memiliki fungsi dan manfaat baik secar&fibiologik, maupun sosial
ekonomi bagi masyarakat.

Hutan Mangrove juga banyak tumbuh di daerah wHayzesisir
terutama di Kabupaten Langkat, dimana Kabupatengkain memiliki luas
kawasan Hutan Lindung . Berdasarkan data dari B&8ui 2015 luas Hutan
Lindung 4 570,00 Ha di beberapa Kecamatan antara B Kecamatan
Tanjung Pura (996,32 Ha) b) Kecamatan Gebang (38B®), c)Kecamatan
Babalan (472,70 Ha), d)Kecamatan Sei Lapan (93,40, l¢)Kecamatan
Brandan Barat (292,41 Ha), f) Kecamatan PangkalasuS1 830,00 Ha),
g)Kecamatan Pematang Jaya (504,52 Ha).

Dari data di atas bahwa Kabupaten Langkat memHiktan Lindung
yang luas dan harus dijaga kelestariannya karertarHMangrove memiliki
banyak manfaat bagi masyarakat pesisir. Penceggie&msakan Hutan

Mangrove sudah di atur dalam Undang- Undang Nom®rTahun 2013



Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakam HRdasal 12
menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukaeh@ngan Hutan tanpa
memiliki izin oleh pejabat yang berwenang.

Tapi dalam Kenyataannya masih banyak terjadi lkais Hutan
Mangrove di Kabupaten Langkat yang sangat mengktidaa. Rusaknya
kawasan Hutan Mangrove ini disebabkan oleh bebefsdaantara lain:
a)masyarakat membangun permukiman tempat tinggehwlasan Konservasi.
b) masyarakat membuat tambak-tambak yang tidak redmagikan ekosistem
Hutan Mangrove dan Hutan Mangrove dialihfungsi mdnperkebunan kelapa
sawit . c¢) kurangnya bertanggung jawab pihak Dikgshutanan dalam
menjalankan Tupoksi dalam pelaksanaan Tata kelalaHMangrove d) antar
pemerintah daerah lembaga-lembaga yang terkaitrtsepmas Kehutanan,
Dinas Perikanan dan Kelautan dan Lembaga Swadaysyaviekat ( LSM )
cenderung lambat dalam melindungi, mengonservasighabilitas, dan serta
kurang pengawasan terhadap pelaksanaan pengelbla@m Mangrove. e)
kurangnya menjalankan program-program kebijakan gyatiterbitkan. f)
didalam SOP kurang mencapai hasil kerja yang bailpemerintah dinilai
kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap okmokmum yang telah
merusak ekosistem Hutan Mangrove.

Salah satu isu yang sangat menarik untuk di kdglah berkaitan
dengan pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove Hupaten Langkat .pada
tahun 2016 Menurut “Komisi B DPRD Sumut bersama aBirKehutanan

Sumut maupun Kabupaten Langkat melakukan investigatasilnya,



ditemukan dari 26.000 hektar luas areal Hutan Mewgrdi Kabupaten
Langkat. Sekitar 11.000 hektar sudah rusak benatdi@ihfungsikan menjadi
lahan sawit. Sementara 15.000 hektar sisanya tenardiratakan, jika tidak
segera diselamatkan oleh aparat penegak hukum”

Fenomena tersebut menunjukan keterbatasan kemanymraarintah
dalam mengoptimalkan Tata kelola Hutan MangrovetaTkelola Hutan
Mangrove tidak dapat dilepaskan dari unsur pengalol Dinas Kehutanan
memiliki peran penting agar Hutan Mangrove menjaglian yang dijaga dan
dimanfaatkan dengan baik dan benar. Dinas Kehutam&miliki tugas
memantapkan status kawasan Hutan, meningkatkanbiféas hutan dan
lahan, meningkatkan pengelolaan hutan dan hasiinhubeningkatkan kualitas
perencanaan dan sumber daya manusia.

Tapi dalam kenyataannya masih ada hutan yang wisakabkan karna
kurangnya pengelolaan dari Dinas Kehutanan sertankmya pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Berdasarkatiadg-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan HEmberantasan
Perusakan Hutan disebutkan bahwa dilarang melakye@msakan Hutan
apabila ketahuan melakukan perusakan hutan akaerikiim sanksi agar
pelaku mendapatkan efek jera. Peran serta masyad#karapkan turut serta
menjaga, memelihara, mengelola, serta mengawasarHsehingga tercipta
hutan yang lestari dan dapat memberikan manfaatrbagyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat kenyaigardi lapangan

masih banyak Hutan Mangrove yang rusak yang didetrabkurangnya



pengelolaan serta pengawasan, maka dari itu penettarik melakukan
penelitian yang berjudul Ifhplementasi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Da
Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan TatKelola Hutan

Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat”

B. Pembatasan Masalah
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-bigjd@epublik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegaham Da
Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaai8lata Hutan
Mangrove di Dinas KPH Wilayah | Stabat.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengawasan daasDKPH

Wilayah | Stabat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskenmgsalahan
dalam penelitian ini adalah: Ifiplementasi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Da
Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan T Kelola

Hutan Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tuyaag jelas, tanpa

adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dikak tidak mencapai



sasaran sebagaimana yang diharapkan.Untuk meligtap® pentingnya arti
tujuan dalam suatu penelitian, maka yang menjagiatu penulis di dalam
penelitian adalah :

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Regublidonesia Nomor
18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan PemberankPesasakan Hutan
dalam Pelaksanaan Tata kelola Hutan Mangrove da®iKehutanan KPH

Wilayah | Stabat.

2. Manfaat Penelitian
Secara garis besar yang menjadi tujuan dan mamfaaglitian ini
adalah:

a. Penelitian dapat dijadikan acuan dalam pengembanglamu
pengetahuan sehingga dapat memberikan kontribusiikpan bagi
pengembangan llmu Administrasi Negara.

b. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagiaBi Kehutanan
KPH Wilayah | Stabat dalam Mengelola Hutan Mangrove

c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih ne¥oggdam
pengetahuan yang berkaitan dengan Implementasi ngadandang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang €gaitan dan
Pemberatasan Perusakan Hutan Dalam PelaksanaatKdlata Hutan

Mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat.



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adakthagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN
Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belgka
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, aaanf
penelitian serta sistematika penulisan

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Berisiskan uraian teori yang menguraikan pengertian
implementasi, pengertian kebijkan publik, Karatkkis
kebijakan publik, Ruang lingkup kebijakan publik,
pendekatan-pendekatan implementasi, konsep pela&san
tata kelola hutan mangrove, konsep teori dalamkgeal@aan
tata kelola hutan mangrove

BAB Il : METODOLOGI PENELITIAN
Menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, rnigfi
konsep,kategorisasi,narasumber, teknik pengumpdkta,
teknik analisi data, dan lokasi penelitian serigas® sesuatu
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukanaBin
Kehutanan KPH Wilayah | Stabat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapang
sehingga peneliti dapat memberikan interprestass at

permasalahan yang akan diteliti.



BAB V : PENUTUP
Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran..
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPRAN



BAB Il

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
1. Pengertian Implementasi

Menurut Sugandi (2011:88) “Implementasi mengacu apaicidakan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapdalam suatu keputusan.
Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusantkepno tersebut menjadi
pola-pola operasional serta berusaha mencapai @eanbperubahan besar
atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan seimgfa. Implementasi pada
hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang harusditesgtelah sebelum
program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tida&nya melibatkan
instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanadiadkan tersebut, namun
menyangku jaringan kekuatan politik,ekonomi, darsi@o Proses tersebut
terdiri atas beberapa tahapan yakni: a. tahapanggsaman peraturan
perundang; b. pelaksanaan keputusan oleh instaglakgana; c. kesedian
kelompok sasasaran; d.dampak nyata keputusan lzeig glikehendaki atau
tidak; e. dampak keputusan sebagaimana yang dikemapinstansi
pelaksanaan; f. upaya memperbaiki peraturan pengza

Menurut Wahab (2004:65) “Implementasi merupakan s@so
implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut pkul badan-badan
administratif yang bertanggung jawab untuk melakkan program dan

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,lainl@n pula



menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dasial yang langsung atau
tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dariusepihak yang terlibat,
dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daimgiakyang diharapkan
(intended maupun yang tidak diharapkasp(llover/ negative effecks

Menurut Winarno (2012 :146) “Implementasi merupakahapan yang
krusial dalam proses kebijakan public’. Suatu paogr kebijakan harus
diimplementasikan agar mempunyai tujuan atau dangpal diinginkan .

Menurut Randal dan Grace dalam Winarno (2012 :idflementasi
mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor,skbmya para birokrat
untuk membuat program berjalan. Dan menurut merék@lementasi
mencakup banyak kegiatan antara lain : a) Badamatbgoelaksana yang
ditugasi oleh undang-undang tanggung jawab progrgang harus
mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agaemgitasinya berjalan
lancar,sumber-sumber ini meliputi personil peraldtahan tanah, bahan-
bahan mentah dan uang. b) Badan-badan pelaksangembangkan bahasa
anggaran dasar menjadi arahan kongkret, regulag& sencana-rencana dan
desain program . ¢) Badan-badan pelaksana harugarganisirkan kegiatan-
kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit baskdan rutinitas untuk
mengatasi beban kerja. d) dan terakhir yaitu bdmdan pelaksana
memberikan keuntungan atau pembatasan kepada palarejau kelompok-
kelompok target.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan, immatasi adalah

mengarah kepada aktivitas, aksi, tindakan, ataunyadamekanisme suatu
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sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kagigang terencana dan untuk
mencapai tujuan kegiatan.
2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thoha (2011:106) “Kebijakan publik merupakauatu
peristiwa yang ditimbulkan oleh baik mendamaikaaim dari pihak-pihak
yang konflik, atau untuk menciptakancentive bagi tindakan bersama bagi
pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapndapatkan perlakuan
yang tidak rasional dalam usaha bersama terselartgdh demikian jika ada
pihak-pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatas antara lain
dihasilkanpolicy.

Menurut Thomas Dye dalam Wahab (2012 :14) mehkgatebahwa
kebijakan public ialah “whatever governments choose to do or not to do
“(pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atauakdingin dilakukan oleh
pemerintah ). Definisi ini menekankan bahwa dimaildan tindakan yang
dilakukan pemerintah dan tindakan yang tidak kidikan oleh pemerintah
merupakan suatu kebijakan publik yang mempunyai gaemh dampak
terhadap masyarakat.

Menurut Mulyadi (2015 : 3)”Kebijakan Publik merakan suatu proses
formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan ydrggkesinabungan dan
saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengtakeholder dalam
mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagaianrymiblik, masalah

publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahmatalk’.
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Menurut Sugandi (2011 :74) “ Kebijakan publik #ala konsepsi
masyarakat yang tertuang dalam bentuk formal vyanigkukan oleh
pemerintah, sehingga jika ada kebijakan publik yadiigk sesuai dengan
kehendak masyarakat maka kebijakan publik tersetwitan Ilahir dari
masyarakat, namun dari segolong elite pengusaha”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapahpiigkan, Kebijakan
publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupgaeama. serta memberi
solusi atas masalah yang meresahkan masyarakag, lyarus ditaati dan
berlaku mengikat seluruh warganya setiap pelanggatan diberi sanksi

sesuai dengan bobot pelanggaran.

3. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2008:24) kebijakan publik merupakeebijakan
yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabaerpgah mempunyai
beberapa karakteristik antara lain :a) mempunyaiatu tertentu; b) Basis
tindakan/ pola tindakan pejabat pemerintah; c) makan apa yang benar
dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa ysergerintah maksud
akan dilaksanakan; d) bersikap positif dalam artmarupakan keputusan
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesugtkebijakan publik harus
didasarkan pada peraturan perundang-undangan ifeegaldan bersifat
memaksa kebijakan memiliki 3 elemen yaitu iden&fik tujuan-tujuan yang
ingin dicapai,strategi dan berbagai langkah untugnocapai tujuan yang
diinginkan, peyedian berbagai input untuk memunk&m pelaksanaan secara

nyata dan strategi tersebut.
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4. Ruang lingkup Kebijakan Publik

Menurut Miftah Thoha (2008:116) mengajukan bebaramng lingkup
kebijakan publik antara lain:

Adanya partisipasi masyarakat, Adanya kerangka akdémgbijakan,
Adanya strategi-strategi kebijakan, Adanya kejalagantang kepentingan
masyarakat, Adanya pelembagaan lebih lanjut damakepuan kebijakan

publik, Adanya isi kebijakan dan evaluasinya.

5. Pendekatan-pendekatan Implementasi

Menurtu Wahab (2012 : 234) pendekatan-pendekatgueimentasi
terdiri dari beberapa bagian anatara lain:
a. Pendekatan- pendekatan struktural (STRUCTURAL APPROACHES)

analisis organisasi modern telah memberikan sugdranyang
berharga pada studi implementasi, karena rancanguoakebijakan (policy
design dan rancang bangun organisasig@nization design sedapat mungkin
di pertimbangkan secara bersama. Kendati demikieasa jaya ketika orang
percaya pada prinsip-prinsip universal mengenaamsasi yang baik, Kini
telah ketinggalan zaman pusat perhatian kini didaer keyakinan bahwa
struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tygas dan lingkungan
tertentu.

Untuk menyederhanakan masalah ini, kita perlu mknperbedaan
antara perencanaan mengenai perubaplamriing of changedan perencanaan
untuk melakukan perubahampldnning for chang). Perencanaan mengenai

perubahan mengandung arti bahwa perubahan ditimbulklari dalam
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organisasi , atau sepenuhnya di bawah kendali @gsirbaik arah, laju
maupun waktunya.

Disini, implementasi dipandang semata-mata sebpgesoalan teknis
atau persoalan manajerial. perencanaan untuk mieakperubahan, di lain
pihak, berlangsung apabila perubahan itu dipaksa Wder seperti oleh
organisasi lain dan kekuatan-kekuatan lingkungatay jika proses perubahan
itu sukar diramalkan , dikontrol, atau dibendung.

Dalam hubungan ini, implementasi akan membutuhkandpkatan
yang lebih aditif, proses pembuatan kebijakan sedaseluruhan menjadi
lebih bersifat linear, dan hubungan antara kebipalan implementasi akan
mendekati apa yang oleBerret dan Fudge disebut sebagai policy action
policy continuum

Secara umum, dapat dikatakan struktur yang bereifganisir sangat
serasi untuk situasi-situasi implementasi, dimamlupenerancang bangun
struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakag ganatiasa berubah.
b. Pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial(procedural and

managerial approaches)

Memiliki struktur-struktur yang serasi bagi implemb@si program
barangkali kurang begiitu penting bila di bandingkalengan upaya
pengembangan prose-proses dan prosedur-prosedhgy tggat, termasuk
prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-tekaikapemn yang relevan .
suatu garis pembeda antara merencanakan perubahanatencanakan untuk

melakukan perubahan . Dalam hal pertama, implemsexigpandang sebagai



14

semata-mata masalah teknis atau masalah manafrasedur yang dimaksud
termasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalansclieduling ),
perencanaanglanning) dan pengawasaidgntrol ).

Dengan demikian sesudah identifikasi masalah damilfhan kebijakn
yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitasnyagaaling memenuhi syarat,
maka tahap implementasi mencakup langkah-langkiafigse berikusst :

a. Merancang bangunmendesaip program serta perincian tugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran gsiekerja, biaya
dan waktu.

b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakn straluktur dan
personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosetdur metode-
metode yang tepat.

c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sasamana
pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindak@akan yang
tepat dan benar segera dilaksanakan.

Namun, pendekatan ini mengasumsikan adanya tingkatampuan
pengawasan yang sangat tinggi atas pelaksanaanhdam akhir suatu
program, dan dianggap terisolasi dari pengarutklingan. Teknik manajerial
yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini igleafencanaan jaringan
kerja dan pengawasaretwork planning and contro(NPC) yang menyajikan
suatu kerangka kerja proyek yang dapat direncanakam diimplementasinya
dapat diawasi dengan cara mengindentifikasi tuggag yang harus

diselesaikan hubungan di antara tugas-tugas yanwishai selesaikan
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hubungan di antar tugas-tugas tersebut , dan ulotis dimana tugas-tugas
itu harus diselesaikan.
c. Pendekatan-pendekatan prilaku Behavorial Approaches)

prilaku manusia beserta segala sikapnya harus giypgngaruhi kalau
kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan .bRéndekatan keprilakuan
diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkalapat penolakan terhadap
perubahan résistance to change Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif
yang tersedia jarang yang sederhana seperti memeaibau menolak, dan
sebenarnya terbentang spectrum kemungkinan reaksip,s mulai dari
penerimaan aktif, hingga penerimaan pasif, acuhaakh, serta penolakan
pasif dan penolakan aktif.

Menurut pendekatan ini, tujuannya untuk menciptakaasana saling
percaya, terutama dengan cara pihak pemimpin mkkafjuperhatian yang
besar terhadap kepentingan orang-orang dan terpdegsaan mereka yang
kurang jelas seperti tentang kemungkina kehilangdan kerja, ketidakaman
pribadi dan sebagainya.

Penerapan ini analisis keperlikauarbelfavorial analysis pada
masalah-masalah manajemen yang terkenal ialah ydsgbut ” OD”
(organization developmeyitpengembangan organisasi .

Menurut Eddy( 2012 : 243 ) “OD adalah suatu psosentuk
menimbulkan perubahan-perubahan yang diingikanndataatu organisasi,

melalui penerapan ilmu prilaku.
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d. Pendekatan-pendekatan Politik (olical Approaches)

pengertian politik lebih mengacu pada pola-pola uesgaan dan
pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organts@hwa implementasi
suatu kebijakan bisa telah direncanakan denganaseksbaik dilihat dari
sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennyapeagaruh-pengaruhnya
pada prilaku, tetapi ia tidak atau kurang mempargkan realita-realita
kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompolemtang kebijakan
untuk memblokir usaha-usaha dari pada pendukungakaim, maka mustabhil
kebbijakan itu dapat berhasil.

Dengan demikian keberhasilan suatu kebijakan padarnya akan
tergantung pada kesedian dan kemampuan kelompokakelk yang dominan
untuk melaksanakan kehendaknya. Apabila kelompdérkeok yang
dominan itu tidak ada, implementasi kebijakan yathkehendaki mungkin
hanya bisa dicapai melalui suatu proses yang pgnjgang bersifat
inkramental dan saling pengertian . dalam situagentu distribusi kekuasaan
kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan padd inplementasi

kebijakan.

B. Konsepsi Pelaksanaan Tata Kelola Hutan
1. Pengertian Tata Kelola Hutan Mangrove

Tata kelola Hutan adalah mengacu pada proses,msshe, aturan dan
lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan Hwéag dikelola.
Mekanisme Tata kelola dapat bersitap-down hukum formal, kebijakan,

atau program pemerintah untuk mengatur pemanfdataan dan hutan atau
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sebaliknyabottom-up seperti yang dilakukan oleh masyarakat atau skema
pemantauan informal yang menetukkan bagaimana Husaah dan sumber
daya alam yang dimanfaatkan.

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses adalah
pemerintah, masyarakat lokal, adat (adat) kelompokganisasi non
pemerintah, dan sektor swasta. Sistem Tata kelotanhdan lahan saat ini
mengalokasikan berbagai tanggung jawab Kabupatewjrizdi dan Pemerintah
Nasional.

Pada September 2014, Pemerintah mengesahkan UUeriR&ah
Daerah yang baru (UUPDB), Undang-Undang Nomor 2Buha2014 untuk
menggantikan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang (UUPDL) yakni,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pergesaran lkawam dan
pembagian urusan kewenangan antara Pusat, Prodasi Kabupaten,
Terutama terkait sektor berbasis lahan, antara kehutanan, Pertanahan,
Pertanian dan Tata ruang. menunjukkan perubaham yagnifikan atas
beberapa urusan dan kewenangan. Di sektor kehuytdhamerintah Pusat
mempertahankan kewenangan atas kawasan hutan, yakaa tingkat
perencanaan, perizinan, dan implementasi pengeldlasgan dan pengawasan.

Pemerintah pusat mempunyai kewenangan mengontrasep
perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan w&rnpEsigukuhan
kawasan hutan merupakan kewenangan pusat, implaesieyd tetap akan
berkaitan dengan tanggung jawab Provinsi.Secaraudkewenangan pada

tingkat implementasi di sektor kehutanan berkaikaat dengan kewenangan
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terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kewenanggbelumnya berada
di bawah Kabupaten/ kota maupun Provinsi saat emusmanya ditarik ke

Provinsi. Hal ini mempunyai implikasi bahwa Provigang akan menjalankan
fungsi-fungsi KPH yakni merancang Tata hutan, Pdaaan hutan,

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan ddamasi, dan pelindungan
hutan dan konservasi alam sesuai dengan konteksdiksi Provinsi.

Kendala yang terjadi dalam mengelola hutan antm a)masyarakat
membangun permukiman tempat tinggal di kawasan &wasi. b) masyarakat
membuat tambak-tambak yang tidak memperhatikan isieos Hutan
Mangrove dan Hutan Mangrove dialihfungsi menjadikebunan kelapa sawit
.C) kurangnya bertanggung jawab pihak Dinas Kehartagialam menjalankan
Tupoksi dalam pelaksanaan Tata kelola Hutan Margvantar pemerintah
daerah lembaga-lembaga yang terkait seperti Dinahut@nan, Dinas
Perikanan dan Kelautan dan Lembaga Swadaya Masptaf&lSM ) cenderung
lambat dalam melindungi, mengonservasi, merehabjlidan serta kurang
pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Haagréde. e) kurangnya
menjalankan program-program kebijakan yang ditkdnit f) didalam SOP
kurang mencapai hasil kerja yang baik g) pemerirdafilai kurang tegas
dalam memberikan sanksi terhadap oknum- oknum ytElgh merusak

ekosistem Hutan Mangrove.
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2. Tata Kelola yang baik
a. Prinsip- prinsip dasar Tata Kelola yang Baik
Menurut Permendagri No. 61 tahun 2007, ada limasgui dasar yang
terkandung dalam Tata Kelola yang Baik yaitu:

(a)Transparansi (Transparancy); yaitu keterbukaanrimmési yang baik
dalam proses pengembalian keputusan maupun dalargumgkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusakdek terpenting
dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini dudatarhindarnya
benturan kepentinga (Conflict of interest ) bediagihak dalam
manajemen.

(b)Akuntabilitas ( Accountability ); yaitu kejelasdungsi, struktur, sistem
dan pertanggung jawaban organ lembaga sehingga elmaan
lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan samrakya prinsip
ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau beatu kepentingan
peran.

(c)Responsibilitas (responsibility); yaitu kesesuaitaua kepatuhan di
dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korpgeag sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yarigitan masalah
pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungaidup,
kesehatan/keselamatan kerja, standard penggajiapeataaingan yang
sehat.

(d)Independensi (Independency); yaitu suatu keaddiarana lembaga

dikelola secara professional tanpa benturan kepgat dan
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pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak asedengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ipipmsisip

korporasi yang sehat.

Kesetaraan dan kewajaran (Fairness) yaitu seceda&risana dapat
didefenisikan sebagai perlakuan yang adil dan aedatalam memenuhi hak-
hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjangmasperundangan yang

berlaku.

3. Pengertian Pencegahan dan Pemberantasan Perusakidutan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 rignta
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan akamydtahwa untuk
memerangi segala bentuk perusak hutan dan dalagkaamelindungi hutan
agar tetap lestari. Hal tersebut juga ditegaskamandapasal 3 yang
menyebutkan Pencegahan dan Pemberantasan Perusaknmemiliki tujuan
yaitu:
a) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jemgi lpelaku
perusak hutan.
b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutanatetegap menjaga
kelestarian dan tidak merusak lingkungan ekosigekitarnya.
c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hadidnhulengan
memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna tedmyp

masyarakat sejahtera.
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d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat pénbgkum dan
pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan pamberantasan
perusakan hutan.

Menurut Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pearsakutan
diartikan sebagai Proses, cara, atau perbuatansalehwtan melalui kegiatan
pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpayeamg bertentangan
dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalawakan hutan yang telah
ditetapkan, yang telah ditujuk, ataupun yang seddipgoses penetapannya
oleh Pemerintah. sedangkan pembalakan liar diartdebagai semua kegiatan

pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah tgsiogganisasi.

4. Pengaturan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Hah Mangrove
Secara Sektoral
Sebagai dasar Hukum dalam Pelaksanaan Pengeldigan Mangrove
lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Non3otahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Hutan Marggrkemudian ada
beberpa undang-undang yang mengatur pelaksanaaam Kalola Hutan
Mangrove, vaitu :
a. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencagatem
Pemberatasan Perusakan Hutan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentangnéengan

Hutan .
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d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 579/Kpts@ll/2 tentang

Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

C. Konsep Teori dalam pelaksanaan Tata Kelola HutatMangrove
1. Definisi Pengendalian

Menurut Karyoto (2016:117) “Pengendalian adalahitskagiatan yang
dilakukan untuk mengukur hasil yang dicapai danlhgsg ditentukan, serta
untuk mencari penyebab pelanggaran guna dilakukatakan perbaikan.
Fungsi Pengendalianc@ntrolling) diterapkan untuk menghentikan berbagai
pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan pesaorpemborosan.
Adanya pemboros an menandakan bahwa pekerjaak tidpat dilakukan
secara efektif dan efisien sehingga sulit bagi oiggsi untuk mencapai
tujuannya. Dalam menjalankan kegiatan untuk mewkgadiujuan yang ingin
dicapai, organisasi tidak bisa lepas dari berbapalanggaran seperti
pelanggaran waktu, hasil, dan kualitas. Pelanggavaktu menggambarkan
ketidaktepatan waktu yang telah dicapai, pelangganasil menunjukkan
pengurangan atas hasil yang telah diperoleh sedangklanggaran kualitas
menunjukkan pengurangan mutu produk yang dihasilaki@ngan kata lain
mutu produk yang dihasilkan tidak sesuai denganunyang telah ditentukan
organisasi.

Pengukuran hasil dilakukan dengan membandingksaramasil yang
dicapai dengan hasil yang ditentukan. Apabila hygesilg dicapai sama dengan

hasil yang ditentukan, dalam pekerjaan tidak terjesalahan/ pelanggaran.
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Namun jika hasil yang dicapai kurang dari hasil ydelah ditetapkan, dalam
pekerjaan telah terjadi kesalahan/pelanggaran.
2. Proses Pengendalian

Menurut George. R. Terry dalam karyoto ( 2010:11hoses
pengawasan terbagi 4 tahapan, yaitu Menetukan 8taathu dasar bagi
pengawasan, mengukur pelaksanaan, membandingkakspahan dengan
standard dan temukanlah perbedaan jika ada, memigerpenyimpangan
dengan cara-cara tindakan yang tepat.
3. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Malayu dalam karyoto (2016:122) pengawas#medakan
menjadi 4 jenis yaitu pengawasan internal, pengawaksternal, pengawasan
formal, dan pengawasan informal.
a.Pengawasan Internal

Para pekerja organisasi dapat dikelompokkan memjad, yaitu dua
kelompok pekerja operasional dan kelompok kerja ajeral. Pekerja
operasional adalah mereka yang melakukan pekegantgasi sehari-hari
seperti memproduksi, memasarkan, menjual, sertagetela keuangan dan
administrasi. Sementara pekerja manajerial adasah pemimpin/ manajerial
organisasi. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjagianisasi yang bersifat
manejerial sepperti mengambil keputusan, meren@an&legiatan, membuat
berbagai fungsi manajemen, termasuk fungsi pengawas
b. Pengawasan eksternal

Pengawasan Eksternal adalah suatu pengawasandylakgkan oleh

orang/pihak yang berada diluar lingkungan orgamisasperti konsultan,
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auditor, lembaga perbankan, lembaga pemerintateanleinbaga wakil rakyat.
Pihak-pihak tersebut melakukan kegiatan pengawas#nk membuktikan
kebenaran informasi atau laporan internal organisdska ditentukan
kesalahan-kesalahan dalam laporan informasi yamgkaeterima, pihak luar
tersebut dapat melakukankegiatan perbaikan.
c. Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah suatu pengawasan yaagukidn oleh
orangu pengawasan yang dilakukan oleh orang/pilaalk) ynemiliki legalitas,
seperti lembaga keuangan negara seperti BPK (B&dameriksa Keuangan)
dan lemba/pihak yang memiliki legalitas, sepertnlbe@ga keuangan negara
seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan lemheegiin hukum negara.
d. Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah suatu pengawasan yieigukhn oleh
masyarakat tanpa mengunakan landasan hukum. Mensledakukan
pengawasan untuk memastikan apakah produk-produl gaawarkan kepada

masyarakat kepada mereka layak digunakan atau. tidak



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menetukaan metode penelitian, terlebih dalpeltu diketahui
jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahunlggran yang jelas di
dalam penelitian serta memahami makna sebenarnyiajatds penelitian
tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan #ngklanjutnya dalam
proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dasiapenelitian ini
adalah metode deskriptif dengan analisis data taidli yaitu prosedur
pemecahan masalah yang di selidiki dengan mengg&arpa melukiskan
keadaan objek penelitian pada saat sekarang bekdasdakta-fakta yang
tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Burhan (2003:42) ” mengemukakan penelitikaalitatif adalah
fokus kajian penelitian atau pokok yang hendakliditemengandung penjelasan
mengenail dimensi-dimensi apa yang ingin menjadiapyperhatian yang ingin
dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus kajrestitien ini adalah fenomena
yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apadyaagpkan dengan apa
yang terjadi.” Jadi data deskriptif adalah sebirahkator bagi norma-norma dan
nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainny@ng menyebabkan perilaku

manusia itu sendiri, sedangka metode kualitatifadd@rosedur penelitian yang
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menghasilakan data deskriptif yakni ucapan, tuliateu perilaku yang dapat
diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana leimgntasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 320Ientang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan PBelaksanaan Tata

Kelola Hutan Mangrove di Dinas Kehutanan KPH WilaysStabat.

B.Kerangka Konsep
Gambar 3.1

KERANGKA KONSEPIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PERUSAKAN HUTAN

!

TATA KELOLA HUTAN
MANGROVE

l

Feed Back

PERUSAKAN HUTAN.
-Adanya tujuan dan sasaran yang di ingin dicapai.

manfaat dari program yang diterbitkan.

dijalankan.
-Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbit

PROSES IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE®
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERAMSAN

-Adanya Target yang ditunjukkan kepada kelompolgydiharapkan bisa menerima

-Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaeaprogram kebijakan yang

A 4
Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mangrove
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C. Definisi Konsep

Mory Cooper (dalam Umar, 2004:50) mendefinidikaort@dalah suatu
kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variapehg berkaitan satu sama
lain secara sistematis dan telah digeneralisasnggh dapat menjelaskan dan
memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran kimhempersempit
penelitian yang akan di teliti :

1. Implementasi adalah pandangan secara luas mempumgkina
pelaksanaan Undang-Undang dimana Organisasi, Rroskoh teknik
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijaklEamdapaya untuk
meraih tujuan-tujuan atau program-program.

2. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakargyaditakukan oleh
pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah yamgtruktur agar
mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah publik.

3. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebdak kurang.
Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik ma#a dua pilihan
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikkdam bentuk
program-program atau melalui formulasi kebijakanrivdde atau
turunan dari kebijakan public tersebut.

4. Pengertian Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakam Perusakan
hutan diartikan sebagai Proses, cara, atau perboseusak hutan melalui

kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hatgma izin yang
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bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberiadiidialam kawasan
hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditujulsuptin yang sedang
diproses penetapannya oleh Pemerintah. sedangkarbafakan liar
diartikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hath kayu secara
tidak sah yang terorganisasi.

5. Tata Kelola Hutan Mangrove adalah pengelolaan hutiemgan
dilakukan melindungi hutan, mengonservasi hutan,reimabilitasi
hutan, memanfaatkan hutan agar bisa bernanfaatdarmsekarang dan

di masa yang akan datang.

D. Kategorisasi
Kategorisasi menunjukkan bagaiman caranya mengsiiatu variable
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yaegjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari varialelesébut. Kategorisasi dalam
penelitian ini adalah:
1. Adanya Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Adanya Target yang ditunjukkan kepada kelompok ydittarapkan
bisa menerima manfaat dari program yang diterbitkan
3. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksarm@ogram
kebijakan yang dijalankan.

4. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang ditenbitk
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E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informespada
penelitian dan orang yang berkompeten atau mengeiaformasi tentang
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomh® Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Huta
Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah :
1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan M&syara
2. Polhut

3. Masyrakat sebanyak 5 orang.

F.Teknik Pengumpulan Data

Menurut Darmadi (2014:35) Berdasarkan sumbernyda gbenelitian
dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data eridan data sekunder.
1.Data Primer

Yakni data yang dikumpulkan atau didapat oleh pensecara
langsung dari sumber datanya. Data primer diselmd gebagai data asli atau
data baru yang memiliki sifatp to date Untuk mendapatkan data primer,
peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.nikekang dapat
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primetai@ lain observasi,
wawancara, diskusi terfokusfo€us grup discussieRGD) dan peyebaran
questioner/ angket.
2.Data Sekunder

yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan peneldri berbagai

sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangandeddata sekunder dapat
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diperoleh dari berbagai sumber seperti dari Birosd®uStastistik (BPS),

buku,laporan, jurnal, dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2004:280), *“Analisis data adalaproses
mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam kalagori, dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema danatesimpmuskan hipotesis
kerja seperti yang disarankan oleh data”.
Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2010: 12@p tiga macam
kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:
1.Reduksi Data

Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yangpagajam, memilih,
memokuskan,membuang, dan menyusun data dalam szatu di mana
kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi
2. Model Data Data Display

Bentuk yang paling sering dari model data kuafits¢lama ini adalah
teks naratif. Teks ( dalam bentuk, katakanlah 3.600 halamam cktatan
lapangan). Teks tersebut berserakan, berurutaimmbatig serempak, tidak
beraturan, dan luas. Teks naratif, dalam pengertiememuat terlalu banyak
kemampuan memproses informasi manusia. Model tetsabhencakup
berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja,daagan. Semua dirancang untuk
merakit informasi yang tersusun dalam suatu yangataliakses secara

langsung, bentuk yang praktis.
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3. Penarikan/ verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah piaar dan verifikasi
kesimpulann. Dari permulaan pengumpulan data pwarelikualitatif mulai
memutuskan apakah ‘“makna” sesuatu, mencatat &etean, pola-pola
kejelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausalan d proposisi-
proposisi.peneliti yang kompeten dapat menangasinikgulan-kesimpulan ini

secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigslegpfisme).

H. Lokasi dan Waktu penelitian
Adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempddidas Kehutanan
KPH Wilayah | Stabat yang berada di jl. Imam Bonjm. 66 Stabat.

Waktu penelitian akan dilakukan di bulan Januadi&0februari 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian
1.Sejarah Singkat Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stéat

Kesatuan Pengelolaan Hutan( KPH) merupakan selrrabadga yang
mengurus lebih detail tentang model pengelolaammdkat tapak. Pengelolaan
ditingkat tapak meliputi tata hutan, rehabilitasand reklamasi lahan,
pemanfaatan kawasan hutan, pengendalian dan pengamiutan yang
melibatkan semua stakeholder terkait dalam perexaarpengelolaan yang
bekesinambungan.

Secara Geografis Kantor KPHP Unit 1 terletak diakStabat £+ 40 km
dari kota Medan dengan waktu tempuh 1 jam 27 méfiiayah KPHP unit 1

berada di antara 97°50750.0" - 98°35”30,0’ bujtimur dan 03°20711,7" -
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04°20°53,1’ lintang utara dengan luas 69.907,8%ndacakup 16 kecamatan di
wilayah administrasi Kabupaten Langkat.
Adapun wilayah batas-batas administrasi sebagkyah kerja KPHP

Unit | sebagai antara lain:

Di sebelah utara dengan selat Malaka dan ProuNengro Aceh
Darusalam.

- Di Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten K

- Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten32etlang.

- Di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi idalsgeh Darusalam.

Sedangkan batas-batas areal KPHP Unit | berdasabedas alam
adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kawasan hutaanTEasional

Gunung Leuser.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2@6al 9,
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 yang dijavardkalam Peraturan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/NMérl/2010 Tentang
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaanam di KPHL dan
KPHP, secara eksplisit dijabarkan tugas KPH dalaangplolaan hutan di
tingkat tapak dengan menyusun rencana pengelolasanHti tingkat wilayah
KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH.

Rencana pengelolaan hutan di wilayah tapak yamgusdn akan

dijadikan sebagai payung hukum dalam rencana pelagel ke depannya guna
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menuju pengelolaan hutan yang lestari dan berkefamj Penyusunan dan
pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka P#&msaiyan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) wilayah 1 Stabat 2017-202dipun& kegiatan tata
hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindamdnutan dan konservasi
alam serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan kettn monitoring,
evaluasi dan pengendalian sehingga kawasan hutam ip&njadi areal kerja
KPH dapat dikelola secara intensif, optimal dardesserta dapat bermanfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar hutan.

RPHJP KPH Wilayah 1 Stabat ( Unit 1) telah di nei oleh
kementerian dan telah disahkan di Jakarta An Metitegkungan hidup dan

Kehutanan.

2.Visi Pengelolaan Hutan KPHP Unit |

Visi pembangunan Nasional tahun 2015-2019 adalaér#ljudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan BerkelanjuBarlandaskan Gotong
Royong”. Sementara itu, Visi dari Dinas Kehutarfarovinsi Sumatera Utara
yang terkait dengan pengurusan hutan yaitu mentkghkaekonomi kerakyatan
dan memulihkan keseimbangan lingkungan demi pembaarg berkelanjutan,
maka dirumuskan visi KPHP unit |. Atas dasar ituaka visi KPHP unit |
tahun 2017-2026 KPHP UNIT | menjadi salah satu pilar ekonomi
Sumatera Utara melalui pengelolaan hutan lestaripemanfaatan dan
industrialisasi jasa lingkungan ekosistem hutan sé¢a ekowisata”. Visi ini
ditetapkan berawal dari sebuah kesadaran bahwaefmagn hutan yang

berorientasi hasil kayu sudah tidak relevan derigardisi wilayah KPHP unit
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| sehingga harus beralih ke pengelolaan berbasisigiem untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat sekitar hutan yang lebih s&jahdengan komitmen
mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan ekasibtgan.

Pengelolaan hutan lestari merupakan suatu kondiisiana tujuan
pengelolaan hutan yang ditetapkan dapat tercagzara efisien dan lestari
berdasarkan sinergi basis ekologi, ekonomi, dariaso®imana di dalam
pengelolaan hutan yang baik dapat memberikan mbahfaa masyarakat yang

sekarang maupun yang akan datang.

3. Misi pengelolaan Hutan KPHP Unit |
Visi KPHP unit | tersebut diupayakan pencapaianmyalalui misi
pengelolaan hutan sebagai berikut:

a. Penetapan kawasan hutan serta meningkatkan kuatitaa dan
informasi kehutanan Misi tersebut bertujuan untulelaksanakan
penataan kawasan hutan menjadi blok dan petak yaagtap serta
meningkatkan kualitas data dan informasi melalwemtarisasi hutan
secara berkala dengan basis blok dan petak sebafan penyusun
rencana pengelolaan hutan.

b. Meningkatkan tata kelola hutan yang baik melaluinggasan
wewenang dan penguatan kapasitas pengelolaan KRHPI yang
professional, efektif dan efisien. Misi ini bertaju untuk menyiapkan
perangkat peraturan, penguatan kelembagaan KPHPpeaimgkatan

kapasitas SDM di organisasi KPHP Unit I.
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c. Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan loetata kelola
hutan yang bertanggung jawab pada areal yang teiladbani izin
(konsesi) di dalam wilayah KPHP secara terpadu,ngparan dan
bertanggung jawab untuk mendukung pengelolaan higstari. Misi
ini bertujuan untuk membentuk dan membina pemegjamdelompok
tani hutan, membentuk lembaga usaha masyarakat el&si,
meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap delukegiatan
pengelolaan hutan, meningkatkan kapasitas ketetampnasyarakat
serta meningkatkan nilai-nilai kreatif local dalgmengelolaan hutan
lestari.

d. Meningkatkan perlindungan serta pengamanan hutanhdail hutan.
Misi ini bertujuan untuk menurunkan gangguan keaamarhutan
melalui upaya-upaya pengamanan dan resolusi konfii&rta
pengembangan konservasi alam pada KPHP Unit I.

e. Mengembangkan secara aktif kegiatan produktif yd@egkelanjutan
pada wilayah didalam dan diluar wilayah konsensisiNhi bertujuan
untuk mengoptimalkan hasil hutan kayu (HHK), hasitan bukan kayu
(HHBK), jasa wisata dan jasa lingkungan lainnya ahel skema
kemitraan kehutanan melalui skema kemitraan kelamaada wilayah

tertentu.

4. Faktor Kunci Keberhasilan
Faktor- faktor kunci keberhasilafC(itical Succes Factgrmerupakan

faktor yang sangat penting dalam penerapan pereap&ieberhasilan
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organisasi. Faktor penentu keberhasilan ini ditedap terlebih dahulu

menganalisa faktor lingkungan baik internal maupeksternal dengan

pendekatan tingkat urgensi dan dampak potensi s&gka prioritasnya. Ada
beberapa faktor kunci keberhasilan dalam mengukbeihasilan pemanfaatan
industrialisasi jasa lingkungan dan ekowisata antain :

a. Terciptanya sistem Manajemen yang baik POAlar{ning,organizing,
Actuatig,controlling yang baik.

b. Terciptanya Komunikasi stakeholder menjalin kenaaaantara Dinas
Kehutanan KPH Wilayah | Stabat, masyarakat, PertaritKabupaten
langkat, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Seraat/tara, TNI,
POLRI, LSM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kemeatetiingkungan
Hidup dan Kehutanan,Dunia usaha.

c. Terciptanya Analisis SWOT, Analisis SWOT adalah odet
Perencanaan strategis yang digunakan untuk mengesiakekuatan
(strengths) kelamahan (weaknessgs peluang ¢pportunitie3, dan
ancaman threat9 dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.
Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara mengasiadan
memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat ofakh,
kemudian memerapkan dalam gambar matrik SWOT, dinama
apalikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths)pu mengambil
keuntungan (advantage) dari peluang (opportunitgang ada,
bagaimana cara mengatasi kelemahan ( weaknesseg) yancegah

keuntungan (advantage) dari peluang (opportunitesjang ada,
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selanjutnya, bagaiman kekuatan ( Streghts) mampunghaaapi
ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalalaeitbag cara
mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu merabgatnan

(threaths) menjadi nyata atau menciptakan sebuednaan baru.

5. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan KPH Wilayah| Stabat

Pihak-pihak yang dalam Dinas Kehutanan KPH Wilay&abat di atur
sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasruk&tr organisasi
merupakan hasil dari proses perorganisasian, aganimerupakan suatu
kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungtais-satuan organisasi
dan individu-individu yang berada di dalam suatgamisasi.

Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, weang dan tanggung
jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas tkgas, sehingga
diharapkan setiap satuan-satuan organisasi dawidundindividu yang berada
di dalam suatu organisasi.

Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, weang dan tanggung
jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas tkgas, sehingga
diharapkan setiap satuan-satuan organisasi dagatjaesecara bersama-sama
secara harmonis untuk mencapai organisasi tersebilnt baik dan lebih maju.
Setiap lembaga dan organisasi, baik negeri maupasta pasti memiliki
struktur organisasi. Begitu juga dengan Dinas KehW{PH Wilayah | Stabat

memiliki Struktur organisasi kelompok jabatan dandsi.
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Gambar 3.2
Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan UPT-KPH Wlayah | Stabat.

KEPALA KPH WILAYAH |
(Ir.Bustami)
NIP. 196110404 198801 1 0

3
Kel. Jab. Fungsional Kepala tata Usaha
(Parlindungan Siregar, S.ST) (Ir. Pinondang Ratna L. Aritonang)
NIP. 19601107 198601 1 002 NIP. 19650710 199308 2 001
3
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
PERENCANAAN DAN HUTAN DAN PEMBERDAYAAN
PEMANFAATAN HUTAN MASYARAKAT
(Julpanijar Alamsyah SP.M.Agr) (Ir. Ramlan Sakban)
NIP. 19740312 199903 1 008 NIP. 19641124 199303 1 005
R Kepala Unit —

— Garis Komando

e Garis Koordinasi

6.Tugas Pokok dan Fungsi KPH

a. UPT KPH Wilayah | sampai dengan XVI mempunyai tugasmbantu
Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
ketatausahaan, administrasi, perencanaan tataak@emenfaatan kawasan
hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, silvikultumdgerlindungan hutan,

serta pembinaan jabatan fungsional dan unit KPHHRP
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b. Unit Pelaksanaan Teknis KPH Wilayah | sampai deng&Nl,
menyelenggarakan fungsi

1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup tueesa
pengelolaan hutan.

2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejahattusal pada
lingkup Kesatuan Pengelolan Hutan.

3) Penyelenggaraan penyusunan rencana pengelolaan tamh Penataan
Hutan wilayah di Kesatuan Pengelolaan Hutan.

4) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan tata hutan,
pemanfaatan dan penggunaan hutan, PerlindunganPdagamanan
serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Rédethutan dan
lahan, dengan instansi terkait di wilayah KesatBangelolaan Hutan.

5) Penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan Betlamasi hutan di
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

6) Penyelenggaraan Perlindungan hutan dan penegakidkom serta
konservasi sumber daya alam di Wilayah Kesatuamg&lelaan Hutan.

7) Penyelenggaraan Pengendalian Kebakaran Hutan tan @i wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan.

8) Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan hutan mutaipdeencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaaan dan pengawasarpeegendalian di
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

9) Penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atasspelan kegiatan

pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
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10) Penyelenggaraan investasi, kerja sama dan kemitrdalam
pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutanmasedengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11) Pelaksanaan Kebijakan Hutan nasional dan daeramdaengelolaan
hutan.

12) Penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan rakayai bidang
Kehutanan, serta pelaksanaan program Perhutanamal Spada
Kesatuan Pengelolaan Hutan.

13) Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi mkrpetaan
dalam pengelolaan Kesatuan di Kesatuan Pengeldlatan .

14) Penyelenggaraan kegiatan bidang Kehutanan dkesmasan hutan.

15) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepaiaad sesuai
bidang tugas dan fungsinya.

16) Penyelenggaraan Pemberian masukan yang perlu &éqgala Dinas
sesuai bidang tugas dan fungsinya.

17) Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban pefagksanaan
tugas dan fungsinya kepada kepala Dinas, sesuaidath yang
ditetapkan.

c. Kepala UPT KPH Wilayah | Stabat sampai dengaft ildempunyai uraian
tugas

1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup atkas

Pengelolaam Hutan .



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Menyelenggarakkan arahan, bimbingan kepada pegthattural pada
lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaaman hutan
penataan hutan di Wilayah Kesatuan PengelolaannHuta
Menyelenggarakan koordinasi kegiatan perencanaan tde hutan,
pemanfaatan dan penggunaan hutan, perlindunganpdagamanan
serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan bRiéds hutan dan
lahan dan instansi terkait di Wilayah Kesatuan Ré&rlgan Hutan.
Menyelenggarakkan Rehabilitasi hutan dan lahanaserklamasi di
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Menyelenggarakan perlindungan hutan dan penegakk&om serta
konservasi sumber daya alam di wilayah Kesatuamgélelaan Hutan.
Menyelenggarakkan pengendalian dan kebakaran hdaanlahan di
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Menyelenggarakkan kegiatan pengelolaan mulai damemqcanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasanpssgandalian di
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Menyelenggarakkan pemantauan dan penilaian ataskgsiakan

kegiatan pengelolaan hutan Kesatuan pengelolaaanHut

10) Menyelenggarakkan investasi, kerjasama dan keamtradalam

pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutanasd®tentuan

perundang-undangan.
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11)Menyelenggarakkan kebijakan kehutanan nasional dkarah dalam
pengelolaan hutan.
12)Menyelenggarakkan penyuluhan dan pemberdayaan mnaksya di
bidang kehutanan, serta pelaksanaan program pedmtsosial pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan.
13)Menyelenggarakkan pengembangan dan pengelolaamsisiformasi
dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di Kesateiagefblaan Hutan.
14)Menyelenggarakkan kegiatan bidang kehutanan dikaamasan hutan.
15) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepditzas, sesuai
bidang tugas dan fungsinya.
16)Menyelenggarakaan pemberian masukkan yang perladeefkepala
dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
17)Menyelenggarakkan pelaporan pertanggung jawabas @kksanaan
tugas dan fungsinya Kepada Kepala dinas, sesuaidatd yang
ditetapkan.
d.untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tesghsgaimana dimaksud
pada ayat (1),(2)dan ayat(3), Kepala UPT KPH Wilayaampai dengan XVI
pada unit KPHL dibantu oleh
1)Sub Bagian Tata Usaha.
2)Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
3)Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4)Kelompok jabatan Fungsional.

5)Unit KPHL dan/ atau KPHP.
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e.Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas:

1) Melaksanakan penyiapan, pembinaan , bimbingan dahaa kepada
pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha.

2) Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengumpulanpdagelolaan
data/ bahan refrensi untuk kebutuhan pelaksanagast®ub Bagian
Tata Usaha UPT.

3) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencdaaaprogram
kegiatan di bidang ketatausahaan/ administrasuasekengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penoyeasm
standard, norma dan criteria pelaksanaan ketataasatadministrasi,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unidanga

5) Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas danmipeaan
administrasi ketatausahaan kepegawaian, rumah adamgigninistrasi
keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundanggaila

6) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan, paaatim
pendistribusian, dan  penggandaan naskah  dinas, aisesu
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan perberaih sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

8) Melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi barargebak dan tidak

bergerak, sesuai dengan ketentuan peraturan pergndalangan.
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9) Melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan kenyamaden
keindahan kantor.

10)Melaksanakan penyiapan bahan pengkordinasian, ororgtevaluasi
dan penyususnan laporan program kegiatan, sestextkan peraturan
perundang-undangan.

11)Melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan saramaddiumen
administrasi / ketatausahaan Kantor UPT, sesuagaterketentuan
peraturan perundang-undangan.

12)Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas pembayagn pggawai,
sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan

13)Melaksanakan penyiapan bahan perawatan dan pemsihabahan
refrensi/ perpustakaan di bidang Kesatuan Pengeidtutan Lindung.

14)Melaksanakan penyiapan bahan publikasi dan inferiketatausahaan
dan admistrasi UPT.

15)Melaksanakan penyiapan bahan publikasi dan inforketatausahaan
dan administrasi UPT.

16)Melaksanakan penyiapan bahan identifikasi dan itaresasi
kelengkapan administrasi / Ketatausaahan Kantor.UPT

17)Melaksanakan penyiapan bahan klarifikasi pelaksaredministrasi/
ketatausahaan kantor UPT.

18)Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan huloungaatar

lembaga di bidang ketatausahaan dan administrasi.
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19)Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas penyiapdutkban sarana
/prasarana kantor UPT, sesuai dengan standardditsetgpkan.

20)Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas pelayanam-tamu kepala
UPT, sesuai dengan standard yang telah di tetapkan.

21)Melaksanakn penyiapan bahan evaluasi, kponsultasi akistensi di
bidang ketatausahan dan administrasi perkantoran UP

22)Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan \weaga
persuratan ketatausahaan dan administrasi kantor UP

23)Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan telaadhénsebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijkan ddarg
ketatausahaan/ administrasi perkantoran UPT.

24)Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan fasiliggsatarapat
internal dan eksternal UPT.

25)Melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian ma&eada Kepala
UPT sesuai dengan tugasnya.

26)Melaksanakan penyiapan bahan tugas lain yang #dekepala UPT,
sesuai dengan tugasnya.

27)Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penoyeasm
pelaporan dan pertanggunjawaban atas pelaksangasniya kepada

kepala UPT, sesuai dengan standard yang ditetapkan.
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f. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan maaapunyai uraian tugas:
1) Melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kegtaffa pada
lingkungan seksi perencanaan, Tata Kelola pemaarfa&iawasan

hutan.

2) Melaksanakan penyiapan bahan, data dan refrensk ymtngelolan
perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan kawasamn. hu

3) Melakukan pentiapan bahan dalam rangka pelaksgeaaeliharaan,
monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH ipoét
inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak,ldatas wilayah, dan
pemetaan wilayah kerja.

4) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peladsgreyusunan
Rencana Pengelolaan hutan jangka panjang dan pamefenetapan
rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada KPH.

5) Melaksanakan penyiapan barang dalam rangka pela&san
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan serta yreagm
kawasan hutan di Wilayah KPH.

6) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawdsa
pengendalian penilaiaan dan pelaksanaan penggukesasan dan
atau tukar menukar kawasan hutan di Wilayah KPH.

7) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawdsa
pengendalian penatausahan hasil hutan, iuran kedwn@an peredaran

hasil hutan di wilayah KPH.
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8) Melaksanakan penyiapan barang dalam rangka pengeabadan
pengelolaan sisitem informasi dan perpetaan dalangglolaan hutan
di KPH.

9) Melaksanakan pengembangan investasi, kerjasama keamtraan
dalam pengelolaan hutan, pengelolaan dan pemasasihhutan di
wilayah KPH sesuai ketentuan perundang-undangan.

10)Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyeasm
standart, norma dan kriteria di bidang perencanbata kelola dan
pemanfatan hutan, sesuai dengan ketentuan perapgeimdang-
undangan.

11)melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koorddaasifasilitas
dibidang perencanaan, tata kelola dan pemanfaaitizm h

12)Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan \pasga
perencanaan, tata kelola pemanfaatan kawasan hutan.

13)Melaksanakan penyiapan bahan tata hutan dibidangntarisasi
hutan, pembagian kedalam blo, pembagian petak,bati@s wilayah
KPH Regionnya masing-masing di Provinsi Sumateraraftan
pemetaan.

14)Melaksanakan penyiapan bahan penyusuna rencanalpkamn KPH
di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka panjangjalagka pendek.

15)Melaksanakam penyiapan dan pemanfaatan terhaday teentu
atas pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkupgmanfaatan

kayu, dan bukan kayu serta pemungutan hasil kagud&an kayu.
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16)Melaksanakan penyiapan bahan identifikasi pelaksanadan
perencaanaan, tata kelola dan pemanfaatan kawasatan h
diwilyahnya.

17)Melaksanakan penyiapan bahan asistensi dan kossuttalam
pelaksananan perencanaan, tata kelola dan pemamfdattan di
wilayahnya.

18)Melaksanakan penyiapan bahan klarifikasi atas kgeal@aan
perencanaan tata kelola pemanfaatan kawasan hiwdayahnya.

19)Melaksanakan penyiapan bahan penjagaan kawasann hdia
wilayahnya, sesuai dengan standard dan norma daly ditetapkan.

20)Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan p#myol atas
pelaksanaan perencanaan tata kelola dan pemanfieateasan hutan,
sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

21)Melaksanakan penyiapan bahan hubungan kerjasaméefaitraan
atas pelaksanaan perencaaanan, tata kelola damfzataan kawasan
hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundsatayigan.

22)Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi atas pekssan
perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan kawasamn. hu

23)Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas rapat-rapg#iidang
perencanaan, tata kelola dan pemanfaatan hutanaisesngan
standard yang telah ditetapkan.

24)Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan asliss&as

perencanaan, tata kelola pemanfaatan kawasan duvatayahnya.
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25)Melaksanakan penyiapan bahan tata guna kawasann hatas
kepentingan pembangunan di luar kehutanan.

26)Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penoyeasnm
telaah staf di bidang perencaanaan, tata kelola glmanfaatna
kawasan hutan dalam upaya pengambilan kebijakan.

27)Melaksanakan penyiapan bahan pemberian masukard&egaepala
UPT , sesuai dengan tugasnya.

28)Melaksanakan penyiapan bahan tugas lainyang démerdepala UPT
sesuai dengan tugasny.

29)Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penoyeasn
pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksangasniya, sesuai
dengan standard yang telah di tetapkan.

Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayistasyarakat,

mempunyai uraian tugas

1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kegadgpada
lingkup seksi Rehabilitasi, Silvikultur dan perlumgan hutan.

2) Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengumpulampeiagelolaan
data/bahan, refrensi kebutuhan pelaksanaan tugasbidang
Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindungan hutan.

3) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaamdsrtjan
hutan, pengamanan hutan,Penegakkan hukum, pembehiarkasi,
konsultasi dan bantuan hukum di bidang kehutangelatiahan /

perlindungan/ Pengamanan hutan, pembentukkana fordam



4)

5)

6)

7

8)

9)
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pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamantan di
wilayah KPH.

Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaanemaaigan
kebakaran hutan dan lahan, pelatiahan, pendidikaoajalisasi,
penyuluhan, pembentukkan forum kolaborasi dan pabgaga
sistem informasi pengendalian kebakaran dan lah&vildyah KPH.
Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksana
konservasi sumber daya alam dan ekosistem wilagah<ePH.
Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksana
pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitagtam, dan
pebenihan tanaman hutan di wilayah KPH.

Melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan dan peajzed
masyarakat di Wilayah KPH.

Melaksanakan penyiapan bahan dalam fasilitas dawulgmepingan
pengembangan Perhutanan sosial (HKM, HTR. HD, Kexait)
masyarakata hukum adat dan penanganan konflik I&esimial di
Wilayah KPH.

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunandan penyeaapu
perencanaan di bidang Rehabilitasi, Silvikultur daerlindungan

hutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

10)Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyeasn

standard, norma dan kriteria pelaksanaan Rehahjliailvikultur

dan perlindungan hutan, sesuai ketentuan perundadgngan.
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11)Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan seagilipelaksanaan
Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindungan hutargssai ketentuan
perundang-undangan.

12)Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan adminitrasiang
pelaksanaan Rehabilitasi, Silvikultur dan perlingam hutan, sesuai
ketentuan perundang-undangan.

13)Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan \wasga
pelaksanaan rehabilitasi, silvikultur dan perlindan hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14)Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan kosrdiabidang
pelaksanaan rehabilitasi, silvikultur dan perlindan hutan.

15)Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan pegmlu
pelaksanaan rehabilitasi, silvikultur dan perlindan hutan sesuai
ketentuan yang ditetapkan.

16)Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi dan asistéalam
penyelenggaraan rehabilitasi, silvikultur dan pellingan hutan.

17)Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan anal&as
pelaksaanan rehabilitasi, silvikultur dan penlindan hutan.

18)Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan publikass
pelaksaanan rehabilitasi, silvikultur dan penlindan hutan.

19)Melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi dan sabpi
pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, penertgank

konservasi tanah pada areal tertentu.
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20)Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan,pemantdaayvaluasi
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahgang
dilaksanakan oleh pemegang izin dalam wilayah.

21)Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas pemetaanbidang
Rehabilitasi, Silvikultur,dan perlindungan hutansis& ketentuan
yang ditetapkan.

22)Melaksanakan bahan penyiapan pelaksanaan perliaduhgtan di
bidang pengaman hutan, pencegahan hama dan pepgakiegahan
kebakaran hutan, perlindungan keanekaragaman, ihajaftm
wilayah kesatuan pengelolan Hutan Lindung di Wikayga,sesuai
ketentuan peraturan perundang-indangan.

23)Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, hubungaataa
lembaga dengan instansi terkait dan aparat penbagkkm dalam
pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan perlindunigatan, sesuia
ketentuan peraturan perundang-undangan.

24)Melaksanakan penyiapan kerjasama dan kemitraamnsisterkait
dib dang Rehabilitasi, Silvikultur dan perlindunganitan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

25)Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas rapat-ragiatbidang

pelaksanaan rehabilitas, Silvikultur dan perlindamdputan.
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26)Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemiiha
administrasi atas pelaksanaan rehabilitasi, Siluku dan
perlindungan hutan sesuai ketentuan peraturan gangiundangan.
27)Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan peoyeasm
telaan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pdmigankebijakan
di bidang Rehabilitasi, Silvikultur dan Perlindumgautan.
28)Melaksankan penyiapan bahan pemberian masukan &ekeplla
UPT, sesuai dengan tugasnya.
29)Melaksanakan peyusunan dan penyempurnaan pelapdanm
pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya i sdengan
standard yang ditetapkan.
h.Jabatan Fungsional peyuluhan Kehutanan adaladta@byang mempunyai
runang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenangkuntalakukan kegiatan
penyuluhan Kehutanan sesuai dengan peraturan margadthdangan yang di
duduki oleh Pegawai Negri Sipil. Tugas pokok Peuoliah Kehutanan
1) Penyuluhan kehutanan mempunyai tugas pokok melakidemiatan
persiapan, pelaksannan, pengembangan, pemantauanasv dan
peaporan ppelaksanaan peyuluhan kehutanan.
2) Tugas pokok penyuluhan kehutanan terbagi dalamrutesusub unsure
kegiatan penyuluhan kehutanan dan dapat di nilgkakreditnya.
3) Rincian unsur dan sub wunsur kegiatan penyuluhan utkeln
sebagiamana di peruntukkan sebagai pejabat Furaisipenyuluh

kehutanan ; Tingkat terampil, dan tingkat ahli



54

7. Sejarah Luas Kawasan Hutan Kabupaten Langkat

Wilayah KPH Unit | berada di kawasan Hutan Kabupatangkat seluas
+ 101.809 Ha. Berdasarkan pada surat keputusaneviddé¢hutanan No 102/
Menhut-11/2010 tanggal 05 Maret 2010 Tentang Peoslgah Wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unérineian kawasan hutan
tersebut adalah hutan lindung (HL) + 3.745 Ha, HHuRroduksi Terbatas
(HPT) seluas £57.979 Ha dan Hutan produksi tetaP) (bkluas +40,085 Ha.
Luasan tersebut masih mengacu pada Keputusan Né&ldeSK. 44 Menhut-
[l 2005, tentang Penunjukkan kawasan Hutan di Wiltayrovinsi Sumatera
Utaras seluas +3.742.120 Ha.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No &K Menhut-
[1/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutarSumatera Utara,
kawasan hutan yang berada di Kabupaten Langkadlad&luas 69.907,89 Ha.
Kawasan hutan yang menjadi wilayah KPHP Unit | ¢btd menjadi
penyusaian dan perubahan luas seperti yang disgpéida tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Perubahan Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Langkat

No Fungsi Kawasan | SK NO. 102/Menhut-| SK.579/Menhut-
Hutan [1/2010 [1/2014
1 Hutan Lindung 3.745 Ha 4.401,81 Ha
p | Hutan Produksi 40.085Ha 25.101,22 Ha
Tetap
3 | Hutan Produksi 57.979 Ha 40.404 86 Ha
Terbatas
JUMLAH 101.809 Ha 69.907,89 Ha

Sumber : Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat



Tabel 3.2
Luas Wilayah Kerja KPHP Unit | Berdasarkan batas Wilayah

Administrasi Kecamatan dalam kawasan Hutan

No Kecamatan Luas (Ha) Luas (%)
1. | Kec. Babalan 711,49 1,02
2. | Kec. Bahorok 7.489,99 10,71
3. | Kec. Batang Serangatr 5.879,78 8,41
4. | Kec. Besitang 10.375,65 14,84
5. | Kec. Brandan Barat 2.752,76 3,94
6. | Kec. Gebang 4 612,46 6,60
7. | Kec. Kuala 498,02 0,71
8. | Kec. Kutam Baru 4.682,28 6,70
9. | Kec. Pangkalan Susu 1.642,85 2,32
10. | Kec. Pematang Jaya 4.002,59 5,73
11. | Kec. Salapian 1.642,85 2,32
12. | Kec. Sawit Seberang 158,56 0,23
13. | Kec. Secanggang 735,23 1,05
14. | Kec.Sei Bingai 3.784,39 5,41
15. | Kec. Sei Lepan 5.323,97 7,62
16. | Kec. Tanjung Pura 5.930,92 8,48
Jumlah 69.907,89 100,00

Sumber : Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat
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Tabel 3.3

Rincian Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat

No Butir Uraian
1. | Nama KPH KPHP UNIT | SUMUT
2. | Nama lain/ Alias KPH WILAYAH | STABAT
3. | Organisasi KPH WILAYAH | Stabat
Pengelolaan
4. | Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara
5. | Alamat Kantor Jalan Imam Bonjol No.66 stabatbi@aten Langkat
provinsi Sumatera Utara 20814
6. | Kepala KPH Periode: Juli 2016, Nama : Ir. BustaxP :
19610404 198801 1 002
7. | Organisasi pangkat/ golongan : Pembina TK I§)V/
UPTD
8. | SK Menteri / Tanggal SK.102/ MENHUT- 11/ 2010/09/2016
Penetapan
9. | SK Kelembagaan/ TglPeraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.
penetapan Tahun 2016 / 8 Desember 2016
10. | Jumlah SDM KPH Kepala KPHL; Kepala TU :1, Kepala seksi : 2,
Kepala Resort :0, Staf PNS : 47
Staf Honer :0, Tenaga Kontrak;, :
Brigdalkarhutla(PNS) :13, Jumlah SDM KPH :75
11. | Fasilitas Kantor Kantor :2 , Mobil :0, Motor: 2, BD:0, lemari kantor
:0, Alat ukur pohon :0, kompas:0
Kursi Tamu:0, GPS:1, Filing cabinet :0
12. | fasilitas Produksi Mobil Damkar :0, status mobilrBker : 0, tabung
pemadam : 5, pompa: 5,
generator set :0
13.| SK Pengesahan SK 688/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL 0/12/2017/

RPHJP / tanggal

SK Pengesahan

22/12/2017

Sumber : Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat

8. Data kerusakan Hutan yang sudah dipulihkan

terjadi di daerah-daerah kemudian dilakukan rdhabi hutan ada beberapa

kerusakan hutan yang sudah dipulihkan adalah nysakutan yang

daerah antara lain Kecamatan Brandan Barat 410 aHekdng sudah di

hijaukan oleh kelompok Tani 96 Hektar di kelolatokelompok Tani mekar,
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96 Hektar dikelola kelompok tani Lubuk Hijau kemaikecamatan Gebang
164 Hektar yang dikelola Tani Harapan Jaya kemudianamatan Tanjung
Pura 189 Hektar yang dipulihkan + 90 Hektar.Kemuodidi Kecamatan
Babalan ada beberapa hutan yang sudah dipulihkaanHBroduksi 88,10
Hektar,Hutan Lindung 30,73 Hektar, Hutan Produk8i03 Hektar, Hutan
Produksi 47,93 Hektar, Hutan Produksi 32,50 Hekktutan Produksi 34,57
Hektar, Hutan Lindung 17,52 Hektar, Hutan Produk®i06 Hektar, Hutan
Lindung 61,53 Hektar, Hutan Produksi 16,96 Hektdutan produksi 99,80
Hektar. Bila dijjumlahkan Hutan Lindung dan Hutarodurksi adalah 479,71
Hektar. di Kecamatan Babalan memiliki Luas Hutard,4® dikurangi dengan
yang sudah dipulihkan 479,71 Hektar maka hasilnga,28 Hektar yang

mengalami kerusakan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, maka dieér berbagai data
mengenai pendapat responden. Dalam Bab ini memlzmamenyajikan data
yang telah di dapat dari hasil penelitian di lagem@tau yang dikenal dengan
penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh dan cara Tanya jawab dengan
Narasumber sehingga memberikan gambaran yang gelaskemudian dapat
ditarik kesimpulan.

Berdasarakan data yang diperoleh peneliti dilapangmelalui
wawancara secara langsung di Dinas Kehutanan KPldy®#h | Stabat serta
beberapa sumber data berupa dokumen, arsip daenseffainnya yang
diperoleh di Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabatrkait dengan
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Norh8r Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakanddilaen Pelaksanaan
Tata Kelola Hutan Mangrove Di Dinas Kehutan KPH &ydh | Stabat adalah
sebagai berikut :

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui aveara terhadap
narasumber Penelitian, maka data-data tersebut dikimskripsikan sehingga
masalah penelitian tentang Implementasi Undang-adgdRepublik Indonesia

Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan PemberanPasasakan Hutan
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Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Mnagrove DiaBiKehutanan KPH
Wilayah | Stabat dapat terjawab dan di analisa.

Untuk mendukung peroleh data selain data primerantsta sekunder
juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancauhabtea yang terkait
dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumBelanjutnya hasil
wawancara dapat diuraikan secara sistematis sedergan sifat metode
penelitian deskripsi kualitatif.
a.Deskripsi Data Narasumber
1) Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, Narasumber dikelompokkenjadi dua
kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-lalengan narasumber
berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 bedketlaskan frekuensi untuk

masing-masing kategori

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
1 Laki-laki 3 42,85
2 Perempuan 4 57,14
Jumlah 7 100%

Sumber ; Data wawancara Narasumber 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahavasumber dari jenis
kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 oraBgdangkan responden

perempuan sebanyak 4 orang.
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2) Distribusi Narasumber Menurut Umur

Berdasarkan umur, Narasumber dikelompokkan menijgdikelompok
yaitu narasumber dengan umur 17-30 tahun, narasuderegan 31-45 tahun
dan narasumber dengan umur 40-60 tahun. Pada 4abdierikut dijelaskan
frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Menurut Umur

No Umur Frekuensi Persentase (%)

1 17-30 1 14,28

2 31-45 3 42,85

3 46-60 3 42,85
Jumlah 7 100 %

Sumber: Data Wawancara Narasumber 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwarasumber
dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumtébengan umur 17-30
tahun sebanyak 1 orang, narasumber dengan umub 3kdanyak 3 orang,

narasumber dengan umur 46-60 sebanyak 3 orang.

3) Distribusi Narasumber Menurut Jabatan / Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atpekerjaan
narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok ygegawai Dinas
Kehutanan KPH Wilayah | Stabat pada tabel 4.3 lrdijelaskan frekuensi
untuk masing-masing kategori tersebut menurut gbattau pekerjaan yang

dimiliki para peserta wawancara.
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Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/ Pekerjaa

No | Jabatan/ Pekerjaan Frekuensi Persentase (%)
1 Pegawali 2 28,57
5 Masyarakat/ Ibu Rumah 5 71.42
Tangga
Jumlah 7 100 %

Sumber: Data wawancara Narasumber Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahveaasumber
dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumdengan pekerja
pegawai di Dinas KPH Wilayah | Stabat sebanyak &1gr dan narasumber

masyarakat dengan pekerjaan ibu rumah tangga sab&ngrang.

2. Deskripsikan Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisai
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan olehelgerdi Dinas

Kehutanan KPH Wilayah | Stabat. Maka dapat diarsakstu persatu tentang
jawaban dari responden sehingga diperoleh rekagitdlata sebagai berikut:
a. Adanya Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukada panggal 6
Maret 2018 dengan Bapak Ir.Ramlan Sakban Rambet dsgpmpulkan bahwa
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nort8r tahun 2013
tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hudah, dilaksanakan dan
berjalan baik oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah al&itWalaupun tujuan
dari kebijakan tersebut masih belum tercapai seosaksimal. Hal ini dapat
dilihat dari masih ada saja hutan mangrove yan@kusi mengakibatkan

target pengelolaan hutan belum tercapai dan jagansprasarana yang masih
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terbatas membuat pengelolaan hutan mangrove ydregikian belum efektif.
Dan hambatan yang kami temukan dalam pengelolatanhmangrove adalah
pada sarana dan prasarana yang belum memadai ds Xehutanan KPH
Wilayah | Stabat yang diberikan belum efektif.

Menurut Bapak Ir. Ramlan Sakban Rambe Kepala dekdindungan
Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat telah diwawanpada tanggal 6
Maret 2018 mengatakan bahwa, tujuan dari Undangadgd Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pdamberantasan
Perusakan hutan masih belum maksimal. Hal ini masilinat dari masih
banyak kekurangan baik sarana prasarana maupurh reabiatasnya jumlah
kurangnya personil Pamhut, kekurangan petugas pksol kehutanan,
kekurangan tenaga PPNS dan kualitas sumber dayausmardi Dinas
Kehutanan KPH Wilayah | Stabat serta kurangnya peadyang diberikan

pemerintah untuk membangun bidang kehutanan.

B. Adanya target yang ditujukkan kepada kelompok yag diharapkan
bisa menerima manfaat dari program yang diterltkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukadaptanggal 6
Maret 2018 dengan Bapak Ir.Ramlan Sakban Rambe ataken bahwa, target
yang diinginkan antara lain : Terlaksanannya peratbatas kawasan hutan
KPH dan mempertahankan luas KPH | seluas +107.258& meliputi
Kabupaten Langkat £69.907.89 Ha 16 kecamatan s&dangabupaten Deli
Serdang + 37.922.25 Ha , teridentifikasinya potela permasalah kawasan

hutan KPH 1, terbangunnya perhutanan sosial dan apématan jasa
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lingkungan, terbangunnya sarana prasarana sestmitutean, terkelolanya
potensi untuk memberikan manfaat yang optimal seslmya dukung
sumberdaya hutan, terkelolanya/ terkendalinya psatanan kawasan,
Terbangunnya pola kemitraan/ kerjasama dengan masta Badan usaha dan
pihak lainnya.

Program yang mencapai target yang ditunjukkan d#apkelompok
yang diharapkan adalah Program yang sudah mentaggt di pesisr pantai
seluas 105 Ha. Kawasan Desa Lubuk kertang, kecanBri@ndan Barat kini
menjadi kawasan wisata Hutan Mangrove. Hutan Margyrgang dikelola
kelompok Tani Mekar dimana dulunya daerah ini mésrgakerusakan akibat
penebangan liar dan alih fungsi lahan dari kalangamg membabat habis
Hutan Mangrove. di mana masyarakat diberikan sigsisil untuk menanam,
memelihara sekaligus menjaga kawasan Hutan. Tapihnaala kawasan Hutan
Mangrove yang rusak seperti Pulau Sembilan, Se@arggranjung pura ini
disebabkannya kurang partisipasi masyarakat sekitar

Begitu juga menurut hasil wawancara yang telalakdikan pada
tanggal 25 Februari 2018 dengan Ibu Juliana mekgatabahwa hutan
mangrove didalam pengelolaan hutan mangrove dikelehgan baik di Desa
Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat karena makgadisini menyadari
bahwa pentingnya fungsi dan manafaat dari hutan gnoae sehingga
masyarakat turut andil dalam mengelola hutan margbaik itu dari menjaga,
menanam, memelihara serta mengawasi Hutan Mangapvenasih ada Hutan

Mangrove yang rusak disebabkan kurang partisipasyarakat.
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Begitu juga menurut hasil wawancara yang telalakdkam pada
tanggal 26 Februari 2018 dengan ibu lida mengatdkdan mangrove sudah
ada peningkatan di Desa Lubuk Kertang Kecamatamdana Barat hutan
mangrove dikelola oleh kelompok Tani Mekar kelompokyang mengelola
hutan mangrove karena dulunya daerah ini mengakanisakan parah tapi
sekarang menjadi Wisata Hutan Mangrove yang rarkenglingi oleh orang-
orang kami sebagai masyrakat pesisir tapi masih ked@asan yang rusak
seperti di Kecamatan Tanjung Pura rusaknya hutaenkakurang partisipasi

masyarakat.

C. Adanya Pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaanprogram
kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan padggtdn6é Maret
2018 Dengan Bapak Ir. Ramlan Sakban mengatakark piiag bertanggung
jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yandadkan berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 18 tahunl320tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan BadkKehutanan ini
adalah pejabat tertentu dalam lingkungan inst&ebutanan pusat dan/ atau
daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya nesmggdrakan dan/ atau
melaksanakan usaha pelindungan hutan yang olehakuaslang-undang
diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kaman dan konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang deatalhm satu kesatuan
komando. Kemudian pejabat kemudian pejabat Peyréigawai Negri Sipil

yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Befadgawai Negri Sipil
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tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan pusatdierah yang oleh undang-
undang diberi wewenang khusus dalam penyidikandditgy kehutanan dan
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistertapiamasih ada hutan
yang mengalami kerusakan karena kurang Bertanggjawgab Dinas

Kehutanan KPH Wilayah | Stabat dalam bekerja untidncapai target yang

diinginkan.

D. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diteritkan

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan padgg& 6 Maret
2018 Oleh Bapak Ir. Ramlan Sakban Rambe selakul&eggksi perlindungan
hutan dan pemberdayaan masyarakat yang mengataRanKBH Wilayah |
Stabat bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatena ada bulan Agustus
2017 telah melakukan operasi terpadu pemulihan &awadi Kecamatan
Gebang dan Babalan Kabupaten Langkat yang melibatkgala unsur terkait
seperti pihak TNI,POLRI, Kejaksaan, BPN, Pemerinaderah Kabupaten
Langkat, Kecamatan, Kepala Desa. Tapi masih adaabagang mengalami
Kerusakan Hutan Mangrove.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan Padgdal 6 Maret 2018
oleh Irwansyah selaku polhut mengatakan bahwa sudéfkukannya
pengawasan berupa patroli untuk mengawasi hutam @dak ada yang
melakukan kerusakan hutan tapi terkadang ada yaelgkokan kerusakan
hutan baik itu menebag hutan maupun membawa alat hmtuk merusak

hutan menjadi lahan perkebunan.kelapa sawit.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan 25 Februari®®leh Pak
jamaludin selaku masyarakat Kabupaten Langkat betreengatakan bahwa
hutan mangrove sudah dikelola dengan baik tapi lmada yang melakukan
kerusakan hutan mangrove demi kepentingan pribdittarenakan kurang
tegas dalam memberantas kejahatan perusakan hutan.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan Paaagal 25 Februari
2018 oleh Ibu Rahmawati selaku masyarakat Kabupat@ngkat beliau
mengatakan pengelolaan hutan mangrove belum makganena kurangnya
kesadaran masyarakat dalam menjaga, melidungi sedagawasi hutan
mangrove sehingga mengakibatkan kerusakan hutagnman

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukada Ranggal 25
Februari 2018 oleh Ibu Ratna selaku masyarakatupaten Langkat beliau
mengatakan di dalam pengelolaan hutan mangrove irdigasi kelalaian
dilakukan Pejabat Dinas Kehutanan KPH Wilayah Ib&tadalam mengawasi
Kawasan Hutan Mangrove, sehingga masih ada yangkumen kerusakan
hutan mangrove .

B.Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukam qdeneliti di
Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat, maka akanaikan hasil wawancara
dengan narasumber terkait Implementasi Undang-UndRepublik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan PenthsaanPerusakan
Hutan Mangrove Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Hu¥Emgrove yang

dikategorisasikan kedalam adanya tujuan dan sasgaag ingin dicapai,



67

Adanya Target Yang ditunjukkan kepada kelompok yalilgarapakan bisa
menerima manfaat dari program yang diterbitkan ,amy@ pihak yang
bertanggung jawab pelaksanaan progam kebijakan ggatankan, Adanya
pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.p@aahasil analisis dan
pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Menurut Sugandi (2011:88) “Implementasi mengacu apaicidakan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkaalam suatu
keputusan.Adapun tujuan dan sasaran dari peratimdang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang PencegahanPdsnberantasan
perusakan Hutan adalah untuk menjamin kepastianurhukmenjamin
keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetagaga kelestarian,
mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasihtaerta meningkatkan
kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum.

Dengan demikian tujuan dan sasaran dari UndanghigmdRepublik
Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Rianberatasan
Perusakan Hutan di Dinas Kehutan KPH Wilayah | Battamasih belum
tercapai. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawangang telah dilakukan
pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Bapak Ir.Ramladtbe®a Rambe dapat
disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Rekubtionesia Nomor
18 tahun 2013 tentang Pencegahan PemberantasasakamuHutan, sudah
dilaksanakan dan berjalan baik oleh Dinas Kehutat@hl Wilayah | Stabat

Walaupun tujuan dari kebijakan tersebut masih beltencapai secara
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maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada dajgan mangrove yang rusak
ini mengakibatkan target pengelolaan hutan belansapai dan juga saran
prasarana yang masih terbatas membuat pengelblaiam mangrove yang
diberikan belum efektif. Dan hambatan yang ditenrmukilam pengelolaan
hutan mangrove adalah pada sarana dan prasaragabgdum memadai di

Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat yang diberikatum efektif.

2. Adanya target yang ditunjukkan kepada kelompok yng diharapkan
bisa menerima manfaat dari program yang diterltkan
Menurtu Wahab (2012 : 234) pendekatan-pendekatguleimentasi
salah satunya Pendekatan-pendekatan proseduramndaajerial procedural
and managerial approachgs

a. Merancang bangunmendesaip program serta perincian tugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran gsiekerja, biaya
dan waktu.

b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakn stralttitktur dan
personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-proseldur metode-
metode yang tepat.

c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sasamana
pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakdakan yang
tepat dan benar segera dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukadaptanggal 6
Maret 2018 dengan Bapak Ir.Ramlan Sakban Rambe ataken bahwa, target

yang diinginkan antara lain : Terlaksanannya peratbatas kawasan hutan
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KPH dan mempertahankan luas KPH | seluas +107.258& meliputi
Kabupaten Langkat £69.907.89 Ha 16 kecamatan sé&dangabupaten Deli
Serdang + 37.922.25 Ha , teridentifikasinya potela permasalah kawasan
hutan KPH 1, terbangunnya perhutanan sosial dan apématan jasa
lingkungan, terbangunnya sarana prasarana sestmitutean, terkelolanya
potensi untuk memberikan manfaat yang optimal seslmya dukung
sumberdaya hutan, terkelolanya/terkendalinya peatahan kawasan,
Terbangunnya pola kemitraan/ kerjasama dengan masta Badan usaha dan
pihak lainnya.

Program yang mencapai target yang ditunjukkan d#apkelompok
yang diharapkan adalah Program yang sudah mentag@t di pesisir pantai
seluas 105 Ha. Kawasan Desa Lubuk kertang, kecanBri@ndan Barat kini
menjadi kawasan wisata Hutan Mangrove. Hutan Margygrgang dikelola
kelompok Tani Mekar dimana dulunya daerah ini mésrgakerusakan akibat
penebangan liar dan alih fungsi lahan dari kalangang membabat habis
Hutan Mangrove. di mana masyarakat diberikan sigsisil untuk menanam,
memelihara sekaligus menjaga kawasan Hutan. Tapihnaala kawasan Hutan
Mangrove yang rusak seperti Pulau Sembilan, Se@arggranjung pura ini
disebabkannya kurang partisipasi masyarakata sedaiam mengelola hutan
mangrove.

Terlihat dari hasil wawancara yang telah dilakukzada tanggal 25
Februari 2018 dengan Ibu Juliana mengatakan balenhmangrove didalam

pengelolaan hutan mangrove dikelola dengan bailoesa Lubuk Kertang
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Kecamatan Brandan Barat karena masyarakat disinnyatari bahwa
pentingnya fungsi dan manafaat dari hutan mangmetl@ngga masyarakat
turut andil dalam mengelola hutan mangrove baikdéu menjaga, menanam,
memelihara serta mengawasi Hutan Mangrove.

Begitu juga menurut hasil wawancara yang telalakdkam pada
tanggal 26 Februari 2018 dengan ibu lida mengatdkdan mangrove sudah
ada peningkatan di Desa Lubuk Kertang Kecamatamdama Barat hutan
mangrove dikelola oleh kelompok Tani Mekar kelompokyang mengelola
hutan mangrove karena dulunya daerah ini mengakanisakan parah tapi
sekarang menjadi Wisata Hutan Mangrove yang rarkenglingi oleh orang-
orang kami sebagai masyrakat pesisir tapi masih ked@asan yang rusak
seperti di Kecamatan Tanjung Pura rusaknya hutaenkakurang partisipasi
masyarakat.

3. Adanya Pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaanprogram
kebijakan yang dijalankan.

Menurut Permendagri No. 61 tahun 2007, ada limasgei dasar yang
terkandung dalam Tata Kelola yang Baik yaitu:

a. Transparansi Transparancy, yaitu keterbukaan informasi yang baik
dalam proses pengembalian keputusan maupun dalargumgkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusaldek terpenting
dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini ddatarhindarnya
benturan kepentinga (Conflict of interest ) beidiagihak dalam

manajemen.
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b. Akuntabilitas (Accountability); yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem
dan pertanggung jawaban organ lembaga sehingga|magn lembaga
dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksangmyssip ini,
lembaga akan terhindar dari konflik atau benturapehntingan peran.

c. Responsibilitas reésponsibility; yaitu kesesuain atau kepatuhan di
dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korpgeay sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yarg@iban masalah
pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungahidup,
kesehatan/keselamatan kerja, standard penggajampelzaingan yang
sehat.

d. Independensi lfdependengy yaitu suatu keadaan dimana lembaga
dikelola secara professional tanpa benturan kepgati dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak asesiengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ippmsisip
korporasi yang sehat.

Jika dilihat menurut Permendagri No. 61 tahun 2b@fiwasanya dalam
tata kelola yang baik dibutuhkan pihak yang bergamg jawab untuk
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan keldmpok sasaran .

jka kita kaitkan dengan Implementasi Undang-UndaRgpublik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang PencegahanPdausakan Hutan
Mangrove dalam pelaksanaan Tata kelola Hutan Mamgmi Dinas KPH
Wilayah | Stabat sudah ada pihak yang Bertanggamglp dalam menjalankan

progran. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawangang dilakukan pada
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tanggal 6 Maret 2018 Dengan Bapak Ir. Ramlan Sakbambe mengatakan
pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaanrarogebijakan yang
dijalankan berdasarkan Undang-Undang Republik ledam Nomor 18 tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perudatean adalah Polisi
Kehutanan ini adalah pejabat tertentu dalam limglun instansi kehutanan
pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat rjgpekeya
menyelenggarakan dan/ atau melaksanakan usahayegan hutan yang oleh
kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisiansds di bidang
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayatieBasistemnya yang
berada dalam satu kesatuan komando. Kemudian pefanaudian pejabat
Peyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya di&agdengan PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dalam lingkogtansi Kehutanan pusat
dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenidmgsus dalam
penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sundaga alam hayati dan
ekosistemnya. Tapi masih saja hutan mangrove yasgkrkarena ada Unsur
kelalaian dalam menjalankan tugasnya dari Dinasukatan KPH Wilayah |

Stabat.

D. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diteritkan
Menurtu Wahab (2012 : 234) pendekatan-pendekatguleimentasi
salah satunya Pendekatan-pendekatan proseduramndaajerial procedural

and managerial approachgs
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a. Merancang bangunmendesaip program serta perincian tugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran gsiekerja, biaya
dan waktu.

b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakn strakuktur dan
personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosetdur metode-
metode yang tepat.

c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring,ss damnsasarana
pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindaka@akan yang
tepat dan benar segera dilaksanakan.

Dari teori Wahab bisa dianalisis bahwa dalam peatiekimplementasi
dibutuhkan pengawasan yang tepat agar kebijakabutberjalan sesuai yang
diharapkan. Dinas kehutanan KPH Wilayah | Stabatlabu melakukan
pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berupa ipatralk mengawasi
Hutan agar tidak dirusak oleh Oknum-Oknum yangki@&&rtanggung jawab
tapi pengawasan yang dilakukan kurang optimal .

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang Hukan 25 Februari
2018 oleh Pak jamaludin selaku masyarakat Kabupdtengkat beliau
mengatakan bahwa hutan mangrove sudah dikelolaatelngik tapi masih ada
yang melakukan kerusakan hutan mangrove demi keygam pribadi,
dikarenakan kurang tegas dalam memberantas kejapatasakan hutan.

Begitu juga menurut hasil wawancara yang dilakuRada tanggal 25
Februari 2018 oleh ibu Ratna selaku masyarakat gatem Langkat beliau

mengatakan di dalam pengelolaan hutan mangrove iradigasi kelalaian
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dilakukan Pejabat Dinas Kehutanan KPH Wilayah Ib&tadalam mengawasi
Kawasan Hutan Mangrove, sehingga masih ada yangkumen kerusakan

hutan mangrove .



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Dari hasil penelitian yang dilkukan pada Dinas Kweman KPH
Wilayah | Stabat, maka penulis menarik kesimpula@ahvia
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Norh8r Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusaieandalam
pelaksanaan Tata kelola hutan mangrove di Dinasuteelan KPH
Wilayah | Stabat masih belum sesuai dengan harapasyarakat
seperti yang terdapat dalam tujuan dari Undang-dgd&epublik
Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan
Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu menjamin kapabukum,
menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan,gopémalkan
pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, meningkatemampuan
dan koordinasi aparat Penegak hukum.Hal ini terldheai kurangnya
sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi m&syarkurangnya
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas KPH WilayalStabat,
sehingga tujuan dari Undang-Undang Republik Ind@nésomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasasalkaar Hutan
belum berjalan dengan maksimal.

Dalam menjalankan program harus lah mencapai taygag dapat
diharapkan bisa menerima manfaat bagi masyarakagsDKehutanan

KPH Wilayah | Satabat telah melakukan program ydiglankan di
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Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat yamgib@ dengan

kelompok Tani Mekar dan kelompok Tani Lubuk Hijaimdna di

daerah tersebut menjadi Wisata Hutan Mangrove d{dwasan ini

adalah kawasan yang dialih fungsikan menjadi Penkab Kelapa
Sawit. Tapi masih ada kawasan yang rusak yang bdlketola dengan
baik seperti di daerah Tanjung Pura, Pulau Sembiecanggang
program tersebut masih belum berjalan dengan maksikarena

kurangnya menjalin Kerjasama dengan Masyarakat siPesialam

mengelola hutan mangrove.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalarengelola hutan
mangrove adanya pihak bertanggung jawab dalam gmiakan program
kebijakan yang dijalankan Dinas Kehutanan KPH Wilay Stabat sudah
bekerja dengan bertanggung jawab tapi masih adanhgang rusak ini
dilihat kurangnya sarana dan prasarana yang aDads KPH Wilayah |

Stabat yang mengakibatkan kurangnya optimal kirgaja Aparatur Sipil
Negara ( ASN) dalam menjalankan tugasnya.

Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwhamiamengelola hutan
mangrove perlu adanya pengawasan terhadap kebijsd@mn dijalankan

dalam pelaksanaanya di Dinas KPH Wilayah | Stadkbamun pengawasan
tersebut masih belum maksimal hal ini dapat dilidari masih ada
beberapa kerusakan hutan mangrove yang dikarenakin unsur
kelalaian dari pihak Dinas sendiri, dan kurang segya Aparatur Spil

Negara ( ASN) dalam memberikan sanksi.
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B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk mgnymakan hasil
dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana sagggunakan sebagai
masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek p&asl pada waktu yang
akan datang.

1. Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat diharapkanhleiaksimal
dalam mewujudkan tujuan dari Undang- Undang Repulidonesia
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Peniasaan
Perusakan Hutan Dalam Pelaksanaan Tata kelola Hlaagrove.

2. Diharapkan kedepannya agar Dinas Kehutanan KPHyahld Stabat
lebih bekerjasama terhadap masyarakat pesisir dalangelola Hutan
Mangrove agar program-program yang dijalankan berjadengan
maksimal dan program tersebut dapat memberikan amanbagi
masyarakat pesisir.

3. Diharapkan Kedepannya pemerintah memeberikan sal@marasarana
yang lengkap kepada Dinas Kehutanan KPH Wilayahtab& agar
Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih maksimal dalam nja¢ankan
tanggung jawab pekerjaannya.

4. Diharapkan kedepannya Dinas Kehutanan KPH Wilay&iabat lebih
mengoptimalkan Pengawasan agar dalam mengelolan hntngrove
lebih terjadwalnya sehingga terlaksanalah pengafolautan mangrove

yang baik dan benar .
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http://harian.analisadaily.com/sumut/news/hutan-gnave-di-langkat- rusak-
berat/209187/2016/01/28i akses pada tanggal 17 Januari 2018 jam
09.30 WIB
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
REPUBLIKINDONESIATENTANG
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
PERUSAKAN HUTAN DALAM PELAKSANAAN
TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI DINAS

KPH WILAYAH | STABAT.

Narasumber

1. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyamdik Dinas
Kehutanan KPH Wilayah | Stabat Ir. Ramlan SakbamiRa
2. Polisi Kehutanan Irwansyah.

3. Masyarakat sebanyak 5 orang

A.Adanya Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1Buifa2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pelkeanaan Tata Kelola
Hutan Mangrove Di Dinas Kehutanan Kelola KPH Wilays&stabat?

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalatakakan pengelolaan hutan
mangrove?

3. Hambata apa saja yang ditemukan dalam mengélden Mangrove?



81

B. Adanya Target yang ditujukkan kepada kelompok yag diharapkan bisa

menerima manfaat dari program yang diterbitkan

1. Bagaimana standard dalam mengelola hutan maageng baik?

2. Apakah program tersebut sudah mencapai targetidiak?

3. Apakah ada hambatan dalam pencapaian targetlpéan hutan mangrove?

C. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelak®aan yang

dijalankan

1.Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaandyjalankan?

2.Apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyayakg melanggar terhadap
peraturan yang berlaku?

3.Bagaiman Kinerja Pegawai dalam menjalankan pefaan pengelolaan hutan
mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilayah | Stabat?

D. Adanya pengawasan terhadap program yang dijalané&n

1. Apakah ada Pengawasan yang dilakukan oleh Bieaatanan KPH Wilayah |
Stabat?

2. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkaangpwasan Hutan
Mangrove?

3. Apakah ada Hambatan dalam melakukan Pengawasan?
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembaran Pertanyaan Wawancara Untuk Kepala Seksi €rlindungan dan

Pemberdayaan Masyarakat)

Nama . Ir. Ramlan Sakban Rambe
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan dan PemberdayaaMasyarakat

Hari/ Tgl : 6 Maret 2018
A. Adanya Tujuan dan Sasaran Yang ingin dicapai
1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 T&l3 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pelkitaanaan Tata
Kelola Hutan Mangrove Di Dinas Kehutanan Kelola KRWlayah |
Stabat?
Jawab Sudah berjalan dengan baik di Dinas Kehutanan KRldyah |
Stabat.
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kakén pengelolaan
hutan mangrove?
Jawab Tingkat partisipasi masyarakat sudah baik tapi masia daerah
yang kurang peduli dengan Hutan Mangrove.
3. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam mengeldénHlangrove?
Jawab Hambatan yang terjadi di dalam mengelola Hutan Marey

Kurangnya Sarana dan Prasarana
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B. Adanya Target yang ditujukkan kepada kelompok yangdiharapkan bisa

menerima manfaat dari program yang diterbitkan

1. Bagaimana standard dalam mengelola hutan mangenghaik?
Jawab Standard dalam mengelola hutan mangrove yang loaigknd kami
harus terlaksananya penataan batas kawasan hutaH KB&n
mempertahankan luas kawasan KPH I teridentifikasingotensidan
permasalahan kawasan hutan KPH |, terbangunnyaifaedm sosial dan
pemanfaatan jasa lingkungan, terbangunnya saramgm@arana sesuai
kebutuhan, terkelolanya potensi untuk memberikanfa@ yang optimal
sesuai daya dukung sumber daya hutan, terkelolater&endalinya
permasalahan kawasan, Terbangunnya pola kemitkegasama dengan
masyarakat/ Badan usaha atau pihak lainnya.

2. Apakah program tersebut sudah mencapai targetidt®?
Jawab Program sudah berjalan dengan baik di Dinas KehntdtPH
Wilayah | Stabat.

3. Apakah ada hambatan dalam pencapaian target pémgeldutan
mangrove?

Jawab Hambatan yang terjadi adalah kurangnya saranardasanan.

C. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksaren yang
dijalankan
1. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaanelpeag hutan

mangrove?
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Jawab Sesuai dengan Undang-Undang Republik IndonesiaoNd@
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasmalPelutan yang
bertanggung jawab Polisi Kehutanan, saya senain,RPNS.

2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyasaad melanggar
terhadap peraturan yang berlaku?
Jawab Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia oNdiB
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantassmalPelutan Pasal
82 yang berisi tentang barang siapa yang sengajasaie hutan akan
dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahunpdding lama 5 tahun
serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.@06d#" paling banyak
Rp. 2.500.000.000,00.

3. Bagaiman Kinerja Pegawai dalam menjalankan pelaeampengelolaan
hutan mangrove di Dinas Kehutanan KPH Wilay&iabat?

Jawab kinerja pegawai disini sudah baik.

D. Adanya Pengawasan Terhadap Program Yang Dijalardn
1. Apakah ada Pengawasan yang dilakukan oleh Dinasutkean KPH
Wilayah | Stabat?
Jawab ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas KehutéR&hWilayah
| Stabat.dimana UPT KPH Wilayah | Stabat bersamaa®iKehutanan
PROVINSI SUMATERA UTARA pada bulan Agustus 2017 atel
melakukan operasi terpadu pemulihan kawasan hutgechmatan Gebang

dan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, yang atledib segala unsur
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seperti Pihak TNI, POLRI, KEJAKSAAN, BPN PEMDA Kapaten
Langkat, Kecamatan, Kepala Desa

. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan aemagan Hutan
Mangrove?

Jawab Strategi yang dilakukan oleh melakukan operaseiup

. Apakah ada Hambatan dalam melakukan Pengawasan?

Jawab Hambatan yang terjadi di Dinas Kehutanan KPH Witay&tabat

adalah kurangnya sarana dan prasaran.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
(Lembaran Pertanyaan untuk Polhut di Dinas Kehutanan KPH

Wilayah | Stabat)

Nama . Irwansyah
Umur . 45 Tahun
Jabatan : Polhut

Hari/ Tgl : 6 Maret 2018

A. Adanya Pengawasan Terhadap Program Yang Dijalan&n

1. Apakah ada Pengawasan yang dilakukan oleh Dinasutdeln KPH
Wilayah | Stabat?
Jawab ada pengawasan yang dilakukan di Dinas Kehutanath \WRayah |
Stabat.

2. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan aeagan Hutan
Mangrove?
Jawab startegi yang dilakukan saling bekerjasama antasyarakat dengan
polhut untuk mengawasi hutan.

3. Apakah ada Hambatan dalam melakukan Pengawasan?

Jawab kurangnya sarana prasarana.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembaran Pertanyaan untuk masyarakat yang berada dpesisir pantai)

1. Ibu Juliana ( 29 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan padgg#&i25 Februari
2018 Ibu Juliana sebagai ibu rumah tangga dengaanyaan “ Bagaimana
Keadaan Hutan Mangrove di Desa Lubuk Kertang liabh mengatakan Bahwa
di dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Lubektakg Kecamatan
Brandan Barat sudah baik tapi masih ada hutan gesak di sebabkan kurangnya

partisipasu masyarakat.

2. lbu Lida ( 46 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan padgg#&r26 Februari
2018 Ibu lida Sebagai Ibu Rumah tangga dengan rpeda “Bagaimana
Keadaan Hutan Mangrove di Desa Lubuk Kertang KetamBrandan Barat? “
Beliau mengatakan Hutan Mangrove sudah ada pertengkdi Desa Lubuk
Kertang Kecamatan Brandan Barat yang di kelola ok#lompok Tani
Mekaryang mengelola hutan mangrove bekerjasama adenghak Dinas
Kehutanan KPH Wilayah | stabat tapi masih ada jdgarah yang mengalami
keruskan hutan mangrove Secangganng, Tanjung parag ydisebabkan

kurangnya partisipasi masyarakat.

3. Bapak Jamaludin (47 Tahun)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan padgg#&25 Februari

2018 Bapak Jamaludin sebagai Nelayan dengan PaganyBagaimana
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pengelolaan hutan mangrove saat ini ?” Beliau ratgn bahwa Hutan
Mangrove sudah dikelola dengan baik tapi masihyaae melakukan kerusakan
hutan mangrove demi kepentingan pribadi ini diskbaltkarena kurang tegasnya

dalam memberantas kerusakan hutan mangrove.

4. Ibu Rahmawati (48 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan padiggé 25 Februari
2018, Ibu Rahmawati sebagai Ibu Rumah Tangga depgyéanyaan “Bagaimana
Pengeloaan hutan mangrove saat ini ?” Beliau ntakga pengelolaan hutan
mangrove belum maksimal karena kurangnya kesadarasyarakat dalam
menjaga, melindungi, serta mengawasi hutan sehinggaih saja terjadi

kerusakan hutan mangrove.

5. Ibu Ratna (49 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan padgg#&r25 Februari
2018 , Ibu Ratna selaku Masyarakat pesisir dengatamyaan” Bagaimana
keadaan hutan mangrove saat ini?” beliau menatdka#an Mangrove saat ini
ada indikasi kelalain dari Dinas Kehutanan KPH Wéla | Stabat dalam
mengawasi kawasan Hutan Mangrove, sehingga maailsad yang melakukan

kerusakan hutan mangrove.
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